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ABSTRAK 

Dalam agama Islam terdapat pranata atau lembaga hukum yang bertujuan 

untuk kesejahteraan umum. Lembaga tersebut adalah wakaf. Di Indonesia hampir 

semua masjid adalah tanah wakaf. Dalam pelaksanaan di lapangan masih 

ditemukan masalah-masalah perwakafan. Salah satunya adalah pemindahan lahan 

Pengalihan Harta Benda Wakaf Pada Masjid An-Najah. 

Rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah: Pertama Bagaimana 

pelaksanaan pengalihan harta benda wakaf pada masjidAn-Najah ditinjau dari 

undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan di Kecamatan Bukit 

Raya Pekanbaru ?Kedua Apa yang menjadi factor penghambat dan factor 

penunjang dalam pengalihan harta benda wakaf pada masjid An-Najah Kecamatan 

Bukit Raya Pekanbaru ?Dan ketiga Bagaimana kedudukan pengalihan harta benda 

wakaf  pada Masjid An-Najah ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 

tentang perwakafan di kecamatan Bukit Raya Pekanbaru? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini dilihat 

dari jenisnya tergolong kedalam jenis normatif-empiris metode penelitian yang 

menggunakan data sekunder (perpustakaan) dan kemudian didukung oleh data 

primer yaitu berdasarkan penelitian langsung kelapangan dengan melakukan 

observasi,wawancara,serta dokumentasi.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa Pelaksanaan pengalihan harta benda 

wakaf pada Masjid An-Najah ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 

tentang perwakafan di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru telah sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan tukar guling sudah 

terpenuhi dan pelaksanaan tukar guling tanah wakaf sesuai prosedur yang terdapat 

dalam UU No 41 Tahun 204, PP No 42 Tahun 2006 dan PP No 25 Tahun 2018. 

Namun waktu pelaksanaan tukar guling tanah wakaf pengalihan harta benda 

wakaf pada Masjid An-Najah tidak sesuai target, Faktor-faktor yang menjadi 

penghambat dan pendukung dalam pengalihan harta benda wakaf pada Masjid 

An-Najah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru yaitu: Kurangnya Kelengkapan 

Berkas Administrasi, Kurangnya Kecakapan Nadzir Pengelola Wakaf, 

Keterlambatan harta benda wakaf, Kesadaran Masyarakat dan Nadzir Mengenai 

Fungsi Sosial dan pendukung adalah  Tanah Regulasi yang Tegas dan Adil, Izin 

Pengalihan harta benda  Tanah Wakaf yang Lebih Mudah, Ketersediaan Lahan 

Pengganti, kedudukan pengalihan harta benda wakaf  pada Masjid An-Najah 

ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan di 

kecamatan Bukit Raya Pekanbaru  Perubahan harta benda wakaf dapat dilakukan 

selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan 

sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. 

Kata kunci: Wakaf, Masjid An-Najah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama universal, tidak hanya mengatur bidang ibadah secara 

khusus (mahdhah) tetapi juga ibadah secara umum (ghairu mahdhah). Islam 

mewarnai perilaku manusia dalam berpikir dan bertindak dengan batas-batas yang 

telah ditetapkan tidak lain untuk mencari ridla Allah swt. Pada hakekatnya 

manusia dimuka bumi ini untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah swt. 

Sebagai firman Allah swt., dalam surah al-Dzariyat ayat 56, yang berbunyi: 

 

 

Artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku. 

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang 

dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu paham Syafi‟iyyah 

dan adat kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya Undang-

Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Agraria, Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksin 

Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum 

Perwakafan), dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, 

masyarakat Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, 

seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas 

dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan 
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memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia di hadirat 

Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik 

Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin 

Allah. 

Di dalam Islam wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori ibadah 

kemasyarakatan yang hukumnya sunnah. Amalan wakaf merupakan amalan yang 

besar karena amalan ini tidak dapat berhenti atau putus pahalanya bila orang 

tersebut telah meninggal dunia, maka amalan wakaf akan tetap mengalir 

pahalanya dan tetap diterima oleh wakif walaupun ia telah meninggal. 

Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi: 

 

 

 

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw., bersabda: 

“Apabila meninggal manusia, maka terputuslah amalanya kecuali pada tiga 

perkara, yakni: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang 

mendoakan kepadanya.” (HR. Muslim no. 1631) 

Wakaf merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum Islam. wakaf 

juga mempunyai makna yang sangat besar dalam suatu kehidupan bermasyarakat, 

seperti akan mendatangkan kebajikan terhadap pemberi wakaf (wakif) dan 

memberikan manfaat dan kemudahan terhadap masyarakat bahkan negara 

sekalipun. 
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Alquran menggambarkan bahwa imbalan seseorang menafkahkan harta di 

jalan Allah, ibarat sebulir benih yang tumbuh menjadi tujuh bulir dan pada setiap 

bulir seratus biji. (QS. Al-Baqarah 2:261). 

 

 

 

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 

menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 

gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas 

(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.( Departemen Agama RI) 

Kata wakaf berasal dari kata “Waqafa”dengan makna berhenti atau diam 

di tempat atau tetap berdiri atau penahanan. Sedangkan Wakaf menurut bahasa 

Arab berarti “al-habsu”, yang berasal dari kata kerja “habasa-yahbisu-habsan”, 

menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan, kemudian kata ini 

berkembang menjadi “habbasa”dan berarti mewakafkan harta karena Allah.( 

Adijani Al-Alabij, h. 12) 

Menurut Imam Nawawi wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil 

manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan 

digunakan manfaatnta untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. 

Sayyid Sabid dalam bukunya fiqih sunnah mengatakan, bahwa wakaf 

adalah menahan asal (pokok) dan mendermakan buah (hasil) nya untuk sabilillah, 

yakni menahan harta dan mendayagunakan manfaatnya untuk sabilillah. 
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Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No 41 Tahun 2004, 

yang dimaksud wakaf adalah sebagai berikut : 

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda 

miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu 

sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejehateraan 

umum menurut syariah. 

 

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 215 dinyatakan 

bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan 

hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya 

untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya 

sesuai dengan ajaran Islam. 

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia 

mengakomodir hukum wakaf dalam tata urutan perundang-undangan negara. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut KHI, 

wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum 

yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk 

selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 

(Sarmo, 2020) 

Tradisi wakaf tersebut kemudian memunculkan berbagai fenomena yang 

mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang 

menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Bahkan banyak kita 

jumpai aset wakaf yang mengalami permasalahan-permasalahan akibat tidak 

adanya administrasi, dan salah satunya mengenai perubahan status wakaf seperti 

dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan 
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dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Kenyataan ini tentu tidak sesuai dengan 

ketentuan wakaf dan tujuan dari fungsi wakaf sendiri.  

Pengaturan tentang wakaf dalam perundang-undangan telah diatur di 

Indonesia sejak masa penjajahan dan hingga saat ini. Amal wakaf dilakukan oleh 

umat Islam di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyatan bahwa lembaga wakaf yang 

berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia. 

Kalau kita perhatikan dengan adanya perhatian dari berbagai negara tentang 

lembaga wakaf ini, maka lembaga wakaf ini pasti akan berkembang, karena 

sangat potensial bagi pembangunan dan kepentingan umat Islam dan kemanusia 

pada umumnya. Khusus di Indonesia wakaf telah mendapat perhatian dan sangat 

besar, terbukti dengan adanya kesungguhan bangsa Indonesia untuk mengatur 

perwakafan ini dituangkan dalam berbagai perundang-undangan, seperti: 

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok 

Agraria 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1977 tentang perwakafan tanah milik 

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1978 tentang peraturan pelaksanaan 

peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 

4. Keputusan Mendagri Nomor 6/1977 tentang tata pendaftaran tanah 

mengenai perwakafan tanah milik 

5. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 

15/1990 

6. Instruksi Presiden Nomor 1/1999 selanjutnya dikenal dengan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) pada bagian buku III 

7. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang semua ini untuk 

mengatur dan menjaga kepentingan umat Islam dan kepentingan umum 

lainnya. 

 

Menurut Pasal 49 UUPA Nomor 5 tahun 1960 yang terdiri atas tiga ayat 

menyatakan hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial yaitu pada ayat : 

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan 

untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. 
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2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya yang dimaksud 

dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 

dengan hak pakai. 

3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah 

(PP). 

 

Kemudian dapat dijelaskan dalam hal perubahan benda wakaf, diuraikan 

pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan Pasal 225 Ayat (1) dan (2) 

berbunyi : 

1. Pada dasarnya pada benda yang telah di wakafkan tidak dapat dilakukan 

perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksudkan dalam ikrar 

wakaf. 

2. Penyimpangan dalam ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat 

dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat 

persetujuan tertulis dari kantor urusan agama kecamatan pada camat 

setempat dengan alasan sebagai berikut: 

a. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang 

diikrarkan. 

b. Karena kepentingan umum. 

 

Penjelasan Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan 

PP No. 28 tahun 1977 mengenai tidak boleh melakukan perubahan peruntukan 

atau penggunaan lainnya terhadap tanah wakaf kecuali hanya untuk kepentingan 

umum dan mendapat izin dari Menteri Agama. 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40 mengatur 

tentang perubahandan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau 

kurang berfungsi sebagaimana maksudwakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta 

benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang; dijadikan jaminan;disita; 

dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan 

hak lainnya. 

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang 

telah diwakafkan digunakanuntuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana 



7 

 

Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan 

yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari‟ah dan hanya dapatdilakukan 

setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf 

Indonesia. Hartabenda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan 

pengecualian tersebut wajib ditukar denganharta benda yang manfaat dan nilai 

tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula(Pasal 41).  

Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 di atas, 

izin perubahanstatus/pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan, jika 

pengganti harta benda penukar memilikisertifikat atau bukti kepemilikan sah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 49 ayat 3 (a)Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

41 Tahun2004 tentang Wakaf). (Muhammad Saidi,2018) 

Dalam pasal ini dijelaskan mengenai perubahan status harta benda wakaf 

yang sudah diwakafkan. Maka apabila ada orang yang sengaja menjaminkan, 

menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihak hak 

lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda yang telah diwakafkan sebagimana 

yang dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah). 

Melihat penomena ketika ada orang yang sengaja untuk menjual, 

membongkar bahkan memindahkan tanah wakaf untuk kepetingan lain atau 

sebagaimana yang terdapat dalam pasal 40, maka akan melanggar UU no 41 
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Tahun 2004 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta (Pasal 67 ayat [1] UU Wakaf no 

41 tahun 2004). 

Ketentuan sebagai mana pada pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta 

benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai 

dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah dan 

mendapat izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. 

Salah satu Masjid yang berdiri di atas tanah wakaf  adalah Masjid An-

najah, yang dibangun, lengkap dengan berbagai macam perlengkapan yang 

dibutuhkan Masjid. Banyak sekali warga yang menggunakan Masjid tersebut 

tidak hanya untuk kegiatan sholat saja, akan tetapi juga untuk kegiatan mengaji 

dan belajar ilmu agama dari mulai anak-anak sampai ibu-ibu yang mengadakan 

pengajian rutinan. 

Pada awalnya Masjid ini berbentuk kecil dan hanya memiliki satu lantai. 

Karena berkembangnya zaman dan penduduk semakin bertambah, untuk 

melakukan kegiatan peribadatan di Masjid tersebut maka atas kesepakatan 

pengurus Masjid dan musyawarah masyarakat, Masjid ini dipugar menjadi lebih 

luas dan memiliki dua lantai. Dan setelah beberapa tahun masjid An-najah 

mendapat sedekah wakaf tanah oleh wakif berupa tanah beserta bangunannya 

akan tetapi lokasi tanah dan bangunan tersebut jauh dari lokasi masjid sehingga 

pihak pengurus masjid bermufakat untuk menjual tanah dan bangunan wakaf 
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tersebut untuk membeli tanah berlokasi disebelah masjid untuk tujuan Mashlahat 

yaitu pembangunan dan renovasi yayasan MDA. 

Mashlahat berasal dari bentuk kata seperti kata manfaat, ia adalah masdar 

yang berarti kebaikan. Mashlahat menurut istilah adalah manfaat yang dapat 

dirasakan hambanya melalui Syari‟ dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, 

harta. Manfaat adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan, dan menolak 

rasa sakit atau yang bisa mendatangkan rasa sakit. Tujuan syariat Islam untuk 

mewujudkan kemaslahatan umum dengan cara menjadikan atuan hukum 

syari‟ahyang paling utama dan sekaligus menjadi kebutuhan sesuai ruang dan 

waktu demi kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat.(Anton 

Afrizal Candra,2020:24) 

Permasalahan yang terjadi mengenai pengalihan harta benda wakaf pada 

masjid An-Najah adalah setelah tanah dan bangunan wakaf tersebut dijual hingga 

saat ini masih belum dialihkan untuk membeli tanah yang berlokasi disebelah 

masjid. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka penulis ingin mengetahui 

sejauh mana permasalahan yang terjadi apakah sesuai dengan ketentuan dan 

aturanya,maka dari itu penulis ingin melakukan penilitian dengan judul 

“PELAKSANAAN PENGALIHAN HARTA BENDA WAKAF PADA 

MASJID AN-NAJAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 

TAHUN 2004 TENTANG PERWAKAFAN DI KECAMATAN BUKIT 

RAYA PEKANBARU” 
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B. Pokok Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas,maka peneliti ingin 

merumuskan  beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pengalihan harta benda wakaf pada masjidAn-

Najah ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang 

perwakafan di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru ? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan factor penunjang dalam 

pengalihan harta benda wakaf pada masjid An-Najah Kecamatan Bukit 

Raya Pekanbaru ? 

C. Tujuan Dan Manfaat Peneleitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan yang sesuai dengan masalah pokok diatas yang 

hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengalihan harta benda wakaf pada 

Masjid An-Najah ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 

tentang perwakafan di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor penunjang dalam 

pengalihan harta benda wakaf pada Masjid- An-Najah diKecamatan 

Bukut Raya Pekanbaru. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin disampaikan oleh penulis dalam melakukan  

penelitian ini adalah  : 

Bagi  penulis sendiri,penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status 

hukum harta benda wakaf ,bagaimana pengalihan nya,serta untuk 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum mengenai 

pengalihan harta benda wakaf itu khususnya di bidang hukum 

perdata,kiranya dapat menambah referensi bagi pembaca lain dalam 

mengkaji tentang perwakafan.Agar bisa menjadi persyaratan mencapai gelar 

sarjana difakultas hukum universitas islam riau. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Wakaf  

a. Pengertian Wakaf Secara Terminologi  

Kata “ wakaf” atau “wacf” berasal dari bahasa arab ”waqafa” yang 

artinya “menahan” atau “berhenti” atau “ diam di tempat”. Kata “waqafa 

(fiil madi)-yaqifu(fiil mudari)-waqfan(isim masdar)” sama artinya dengan 

“habasa-yahbisu-tahbisan” artinya mewakafkan. (Ahmad  Wasison 

Munawwir, 2002)  

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan 

dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu 

dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang 

bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. 
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(Munzir Wakaf, 2005) Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia wakaf 

adalah pemberian yang ikhlas dari seseorang berupa benda bergerak atau 

tidak bergerak bagi kepentingan umum, atau badan yang dibentuk 

berkaitan dengan agama Islam. (Kamus Terbaru Bahasa Indonesia 

dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), 2008) 

 

b. Pengertian Wakaf Secara Istilah 

Para ahli fiqih dalam mendifinisikan wakaf mempunyai pandangan 

yang berbeda-beda. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf: 

(Departemen Agama RI, 2007) 

1) Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan sesuatu benda yang 

menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan 

manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan difinisi tersebut maka 

kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik si wakif dan 

yang timbul dari wakif hanyalah menyedekahkan manfaatnya 

untuk digunakan oleh penerima wakaf. 

2)  Menurut Maliki wakaf adalah tidak melepaskan harta yang 

diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut 

mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan 

kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif 

berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh 

menarik kembali wakafnya. 
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3) Menurut Syafi‟i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan 

harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna 

prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja 

terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau 

mewariskan kepada siapapun. 

Wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama 

zatnya kepada seseorang atau nazhir (pemelihara/ pengurus wakaf) atau 

kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau 

manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang 

diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula 

milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah. Wakaf artinya 

menahan yaitu menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil 

manfaatnya bagi kemaslahatan umum. (Abdul Halim, 2005 ) 

Sehingga pengertian wakaf adalah menahan harta yang dapat 

diambil manfaatnya serta kekal bendanya, dan menyerahkannya ke 

tempat-tempat yang telah ditentukan syara‟ serta terlarang berleluasa pada 

barang-barang yang dimanfaatkanya itu. Wakaf sebagai salah satu amal 

yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan terputus 

selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang dan benda yang 

diwakafkan merupakan hak Allah, oleh sebab itu tidak boleh dimiliki, 

dijual, diwariskan atau dihibahkan kepada siapapun. (A. Manan Idris, dkk, 

2009). 
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2. Sejarah Wakaf 

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW 

karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah 

pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun ketiga Hijriyah Rasulullah pernah 

mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah diantaranya adalah kebun a‟raf, 

shafiyah, dalal, barqah, dan kebun lainnya. Kemudian hukum wakaf diikuti 

oleh para sahabat nabi seperti Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di 

Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya, Umar bin Khattab 

mewakafkan kebun Bairaha, Usman bin Affan mewakafkan hartanya di 

Kaibar, Ali bin Abi Tallib mewakafkan tanahnya yang subur.  

Pada masa dinasti Islam praktek wakaf menjadi semakin luas yaitu 

pada masa dinasti Umaiyah Taubah bin Ghar al-Hadhramini yaitu pada masa 

khalifah Hisyam bin Abdul Malik telah mendirikan lembaga wakaf di Basrah  

dan  pada masa dinasti Abasiyah juga terdapat lembaga wakaf yang disebut 

dengan “Shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf 

pengelola wakaf untuk mengelola wakaf dan hasilnya disalurkan kepada yang 

berhak dan yang membutuhkan. 

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup 

menggembirakan dimana hampir semua tanah–tanah pertanian menjadi harta 

wakaf yang dikelola oleh negara dan menjadi milik negara. Pada masa dinasti 

Mamluk perkembangan wakaf juga berkembang pesat dan beraneka ragam 

harta wakaf sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh 

diwakafkan. Karena itu, sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa 
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dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu 

di seluruh negara muslim, termasuk di Indonesia. (Departemen Agama RI, 

2007). 

3. Dasar Hukum Wakaf 

a. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam  

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber 

dari: 

1) Ayat Al-Qur'an antara lain: 

ا اْنخَيْرَ    ْٕ افْعَهُ ْٕ  نعََهَّكُىْ  َٔ  .ٌَ  تفُْهحُِ

Artinya: "berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat 

kemenangan". (QS: al-Hajj: 77) 

 

Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi 

menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al- khayar berarti perintah 

untuk melaksanakan wakaf. 

  ٍْ ا انْجرَِّ  نَ ْٕ ٌَ  تَُبَنُ ْٕ ب تحُِجُّ ًَّ ا يِ ْٕ ُْفقُِ ٍْ  حَتَّٗ تُ ا يِن ْٕ ُْفقُِ يَب تُ َٔ 

ٌَّ  شَيْء   ِ ِّ  فبَ  .عَهيِْى   الله َثِ

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang 

sempurna) sebelim kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu 

cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya 

Alloh mengetahui". (QS: Ali Imron: 92) 

 

Dalam ayat diatas terdapat kata  ُاحَتَّٗ ت ْٕ ُْفقُِ  artinya “shadaqah” , 

 ٌَ ْٕ جُ بتحُِّ ًَّ  artinya “sebagian harta yang kamu cintai”  maksudnya kata يِ

di atas adalah mewakafkan harta yang kamu cintai. 
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2) Sunnah Rasulullah SAW 

ٍُ  ارَِا يَب تَ  َْقطَعََ  ادََوَ  اثِْ هُُّ  اِ ًَ ٍْ  الَِّ  عَ  قنَ    صَنذَ , ثلَاثَنَ    يِن

ِّ , جَب رِيَ    ُْتفَعُِ ثِ عِهْى  يَ ْٔ ْٔ  اَ نذَ   اَ نَّ صَب نحِ   َٔ ْٕ  ُُ .يذَْعُ

Artinya: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka 

terputuslah amalnya kecuali tiga perkara shadaqoh jariyah, ilmu 

yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". 

(HR. Muslim) 

 

Dari hadist di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga amal yang 

tidak akan terputus meskipun telah meninggal dunia yaitu: 

a. Shadaqah jariyah, shadaqah harta yang lama dapat diambil 

manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang diridhai Allah seperti 

menyedekahkan tanah, mendirikan masjid, rumah sakit, 

sekolah, panti asuhan. Para ulama sepakat bahwa yang 

dimaksud dengan shadaqah jariyah oleh hadits diatas adalah 

amalan wakaf. 

b. Ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu yang bermanfaat 

bagi kepentingan umat Islam dan kemanusiaan, seperti ilmu 

kedokteran, teknik, sosial, agama. Hal ini yang mendorong 

kaum muslim pada zaman dahulu untuk mengadakan 

penelitian, mencari pengetahuan baru dan menulis buku-buku 

yang dapat dimanfaatkan kemudian hari. 

c. Anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya 

adalah anak sebagai hasil didikan yang baik dari kedua orang 

tuanya, sehingga anak itu menjadi seorang mukmin yang 
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sejati. Hadits ini mengisyaratkan kepada semua orang tua 

yang mempunyai anak agar berusaha sekuat tenaga mendidik 

anaknya dengan baik sehingga ia menjadi seorang hamba 

yang taat. 

 ٍْ ٍُ  عَ نرَ  اثِْ ًَ َٗ  ع  ٌَّ  اللهُ  رَضِن نب ََ ًَ ُُْٓ نرَ  عَ ًَ ٍُ  عُ  انْخَطنبَ  ثْن

ِّ  فنََتََٗ, َرَْضَب ثخَِيْجنَرَ  َصََبةَ  ةِ   انَُّجنِٗ صَنهَّٗ اللهُ عَهيَْن

سَهَّىَ  لَ : فقَبَ لَ , فيِْٓبَ يسَْتََيِْرُُِ  َٔ ْٕ  إَِِّٗ َصُِجْتُ , اللهِ  يبَ رَسُ

َْفسَُ  قطَ   يَبلَ  َصُِتْ  ارَْضَب ثخَِيْجرََنىَْ  ُْنُّ  ََ ُْنذِٖ يِ نب , عِ ًَ فَ

ِّ؟ قمََ  ٌِّ : تََيُْرَُِٗ ثِ ثِٓنَب  َصهٓب فتَصََذَّقَ  حَجسَْتَ  شِئْتَ  إِ

رَ  ًَ ُ  عُ ْتَُ  ليَجُبَعُ  اَََّّ ْٕ ليَُ لَ  َٔ رَثُ  َٔ ْٕ ُ ليَجُبَعُ ,يُ رَ اَََّّ ًَ عُ

رَثُ  ْٕ ليَُ َٔ ْتَُ  ْٕ ليَُ َٔ تصََذَّقَ  اصِْهَٓبَ  َٔ  ِٗ  انْفقُنَرَءءِ  ثِٓنَب فن

 ِٗ ف قبَةِ  َٔ ِٗ  انْرِّ ف ٍِ  اللهِ  سَجيِْمِ  َٔ اثْ يْفِ  انسَجيِْمِ  َٔ انضَّ  لَ  َٔ

َٗ  جُُنَننب َ  ٍْ  عَهننن ٌْ  يَننن نيُِّٓنَننب اَ ْٔ ِ  يََكُنننمَ  َٔ عْرُ ًَ ُْٓنَننب ثنِننبنْ  يِ

يطُْعِىَ  ْٔ ل  فيِّْ غَيْرَصَذِيْقبَ اَ ِّٕ ًَ   .يُتَ

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra., Berkata bahwa, sahabat Umar ra. 

Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap 

kepada Rosulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya 

Rosulullah, saya mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang 

engkau perintahkan kepadaku? Rosululloh menjawab: Bila kamu 

suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan 

(hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, 

tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: 

Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum 

kerabat, budak belian, ibnu sabil, sabilillah, dan tamu. Dan tidak 

dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurus) makan 

dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan 

tidak bermaksud menumpuk harta". (HR. Muslim) 
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Dari hadis diatas diketahui bahwa Umar bin Khattab 

menyedekahkan hasil tanah kepada fakir miskin dan kerabat,  

memerdekakan budak, ibnu sabil, sabilillah, orang terlantar dan tamu. 

Sehingga disini terlihat secara implisit bahwa Umar bin Khattab 

melakukan kegiatan investasi tanah yang diwakafkannya serta 

memberikan hasil investasi tersebut kepada kelompok-kelompok yang 

disebutkan di atas. (Abdul Azis Dahlan, 1994) 

b. Wakaf Berdasarkan Hukum Pemerintahan Republik Indonesia   

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur 

masalah perwakafan di Indonesia adalah: ( Departemen Agama RI2007) 

1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf  dalam pasal 

42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan 

harta benda wakaf secara produktif, nazhir dapat bekerja sama 

dengan pihak ketiga seperti Islamic Development Bank (IDB), 

investor, perbankan syariah, Lembaga Suwadaya Masyarakat 

(LSM), dan lain-lain. (Undang Undang Nomor 42 Tahun 2004 

Tentang Wakaf, Pasal 42) Agar terhindar dari kerugian, nazhir 

harus menjamin kepada asuransi  syariah. Hal ini dilakukan agar 

seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau terkurangi sedikitpun. 

(Undang Undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 43 

ayat 2). Upaya supporting (dukungan) pengelolaan dan 

pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan 

memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 
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Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf   secara 

produktif. 

2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah 

wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49. 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  pasal 13 

dan 14 berisi tentang tugas dan masa bakti nazhir, pasal 21 berisi 

tentang benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang 

pendaftaran sertifikat tanah wakaf. 

4) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap 

materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan 

sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI pasal 215 ayat 1), 

sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nazhir (KHI pasal 

219 ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), Peranan 

Majelis Ulama dan Camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 

2; pasal 221 ayat 2). 

5) Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan 

tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian 

mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan 

wakif. 
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4. Rukun dan Syarat Wakaf 

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin 

tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu 

dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau 

tidak sempurna wakaf  telah dipengaruhi oleh rukun yang ada dalam perbuatan 

wakaf itu sendiri. (Elsi Kartika Sari, 2006) 

Adapun rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan fiqih Islam, 

telah dikenal ada 6 rukun wakaf  yang akan diuraikan di bawah ini:  

a. Orang yang berwakaf (Wakif) 

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 

Adapun syatat-syarat orang yang mewakafkan (wakif) adalah setiap wakif 

harus mempunyai kecakapan melakukan tabarru', yaitu melepaskan hak 

milik tanpa imbangan materiil, artinya mereka telah dewasa (baligh), 

berakal sehat, tidak di bawah pengampuan dan tidak karena terpaksa 

berbuat. 

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf, wakif meliputi: 

1).  Perorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal 

sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah 

harta benda wakaf. 

2).  Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk 

mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan 

anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. 
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3).  Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk 

mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan 

anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. 

b. Benda yang diwakafkan (Mauquf).  

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan 

lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan 

dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1).  Benda harus memiliki nilai guna 

Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga 

menurut syara' yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, 

seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya. 

2).  Benda tetap atau benda bergerak 

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah 

dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau 

manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang 

bergerak maupun barang milik bersama. 

3).  Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad 

wakaf. 

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti 

seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan nishab 

terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki. 

Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang 
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akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian 

tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebangainya. 

4).  Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si 

wakif ketika   terjadi akad wakaf. 

Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi 

miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya 

tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau 

jaminan jual beli dan sebagainya. 

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta 

benda wakaf terdiri dari: 

1).    Benda tidak bergerak, meliputi: 

a.  Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun 

yang belum terdaftar 

b.  Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagian 

dimaksud pada poin diatas  

c.  Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah 

d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 

syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku  

2).  Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena di 

konsumsi, meliputi: Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, 

hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain 

sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab. 

 

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang 

judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1. Muhammad Abdurrohaman UIN Walisongo Semarang dengan 

skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah 
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Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid,”Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Qudamah membolehkan penjualan 

barang wakaf dalam bentuk masjid, dan hal ini tentunya dengan 

memperhatikan beberapa hal dan pertimbangan. Menurut beliau, jika 

masjid yang sudah rusak dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya, 

apabila hanya dibiarkan saja, justru akan mendatangkan madharat bagi 

masyarakat sekitar. Hakekat wakaf adalah kekal, dan kekekalan wakaf 

menurut Ibnu Qudamah berarti kekekalan/keutuhan dari segi 

manfaatnya dan juga untuk kemashlahatan umat, bukan kekekalan 

wujud barang wakafnya. Dasar hukum yang digunakan Ibnu Qudamah 

dalam hal diperbolehkannya menjual harta wakaf masjid adalah 

Mashlahah Mursalah (asas kemashlahatan umat). Beliau sangat 

memperhatikan aspek kemanfaatan barang dan kemashlahatan umat 

demi menjaga eksistensi dan tujuan wakaf.(Muhammad Abdurrahman, 

2015) 

2. Charis Musyafak, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, dalam 

skripsinya yang berjudul Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang 

Menjual Benda Wakaf, Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah 

bagaimana pendapat Sayyid Sabiq mengenai penjualan harta wakaf, 

apakah boleh atau tidak, dan relevankah jika diterapkan dengan kondisi 

saat ini. Hasil analisanya adalah bahwa Sayyid Sabiq membolehkan 

menjual benda wakaf, dengan alasan untuk kemaslahatan umum sesuai 

dengan tujuan wakaf itu sendiri. Sayyid Sabiq mendasarkan 
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pendapatnya ini dengan metode yang membuang jauh-jauh fanatisme 

madzhab, tetapi beliau tidak menjelek-jelekkannya. Beliau berpegang 

pada Kitabullah, As- Sunah dan Ijma'. Pendapat Sayyid Sabiq juga 

sangat relevan apabila diterapkan pada kondisi sekarang, karena untuk 

mengedepankan kemaslahatan dan menjauhkan dari menyia-nyiakan 

harta wakaf. (Charis Musyafak, 2008) 

3. Noer Hasanah HR, mahasiswa IAIN Walisongo, dalam skripsinya yang 

berjudul “Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanifah Tentang 

Penarikan Kembali Harta Wakaf “ skripsi ini mengkaji pendapat Abu 

Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf oleh si wakif. Dalam 

analisisnya dijelaskan bahwa menurut Abu Hanifah, wakaf adalah 

pemindahan hak pemanfaatan dan pengelolaan dari wakif sebagai 

pemilik harta wakaf kepada maukuf alaih. Menurut beliau harta wakaf 

tersebut masih sebagai milik wakif, maka kedudukan wakaf itu tertahan 

pada pengelola wakaf (nadzir). Inilah yang dimaksud dengan Al-Habs 

menurut Abu Hanifah. (Noer Chasanah, 2010) 

E. Kerangka Operasional 

Suatu kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan  

hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.  Untuk itu 

konsep-konsep yang penulis jadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan 

pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:  
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Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau 

wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan; pemindahan; 

penggantian; penukaran; pengubahan. 

Harta Benda adalah kekayaan yang dimiliki baik berupa benda bergerak 

maupun benda tidak bergerak disadari atau tidak merupakan amanah yang harus 

dipegang dan dijalankan menurut ketentuan hukum yang berlaku. 

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap milik si 

wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. 

MASJID AN-NAJAH merupakan tempat ibadah umah islam yang 

beralamat di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah peraturan Undang-

Undangan Negara republik Indonesia yang mengatur tentang wakaf. 

F. Metode Penelitian  

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya. 

(Bambang Waluyo, 2001: 6) 

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

       Penelitian ini dilihat dari jenisnya tergolong kedalam jenis normatif-

empiris metode penelitian yang menggunakan data sekunder (perpustakaan) 
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dan kemudian didukung oleh data primer yaitu berdasarkan penelitian 

langsung kelapangan dengan melakukan observasi,wawancara,serta 

dokumentasi. Ini bertujuan untuk mengkaji,serta mengevaluasi efektivitas 

proses bekerja serta berlakunya norma dilangkah masyarakat. 

(Irwansyah,2020,p.42) 

       Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk 

penelitian yg bertujuan untuk mendiskripsikan fenomena-fenomena yang 

ada baik secara alamiah maupun karena adanya perbuatan 

manusia.(Irwansyah,2020,p.38). Mengingat penulis menggunakan sifat 

menganalisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilapangan.         

2. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru tepatnya di Masjid 

Annajah. 

3. Data dan sumber data. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya adalah : 

a. Data primer. 

yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden dengan 

menggunakan teknik wawancara. 

b. Data sekunder. 

yaitu data yang diperoleh berupa undang-undang, buku buku, literatur 

pendapat para ahli dan peraturan-peraturan perundang undangan yang 

berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
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1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Akta dan ikrar wakaf 

b) Dokumen pengalihan harta benda wakaf 

c) undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Marzuki, 2005:181). 

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum 

yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dan internet. 

4. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini, populasi adalah pengurus masjid Annajah dan 

pewakif, responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam 

sebuah penelitian, Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive 

sampling, artinya pengambilan sampel karena penulis menganggap bahwa 

seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi 

penelitian.  

Populasi dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan sebagaimana 

yang terdapat dalam tabel berikut, yaitu: 
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Tabel 1.1 

Daftar  Populasi dan Responden 

No Kriteria Populasi Populasi Responden 

Tekhnik 

pengambilan 

Sampel 

1.  Nadzir 1   Orang 1   Orang Sensus 

2.  Wakif (ahli waris) 1   Orang 1   Orang Sensus 

3.  Kepala Kantor 

Pertanahan Kota 

Pekanbaru 

1   Orang 1   Orang Sensus 

4.  Kepala Kantor Urusan 

Agama Kota Pekanbaru 

1   Orang 1   Orang Sensus 

5.  Badan Wakaf Indonesia 1   Orang 1   Orang Sensus 

Jumlah 5 Orang 5  Orang  

 Sumber : Data olahan lapangan tahun 2021. 

 

 

5. Alat pengumpul data  

Pengumpulan data primer dari sampel di lapangan dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang bersifat relevan dengan judul 

penelitian dan terbuka yang dapat berkembang sesuai dengan arah 

pembicaraan. 

6. Analisis data 

Setelah data di peroleh dan terkumpul secara lengkap, di olah dengan cara 

mengelompokkan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok 

penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara akan disajikan dalam 

bentuk uraian.  Kemudian di analisis dengan cara membandingkan teori, 

peraturan-peraturan hukum dan pendapat para ahli.  
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7. Penarikan kesimpulan 

              Setelah analisis data terakhir ditarik kesimpulan dengan menggunakan 

metode deduktif yaitu dari data yang bersifat umum kearah data yang 

bersifat khusus.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A.Tinjauan Umum tentang Wakaf 

1. Sejarah Singkat Tentang Perwakafan Tanah dalam Islam 

         Praktik wakaf telah dikenal sejak awal islam,bahka masyarakat 

sebelum islam telah mempraktikkan sejenis wakaf,tapi dengan nama lain,bukan 

wakaf.Praktik sejenis wakaf di masyarakat sebelum islam dibuktikan dengan 

adanya tempat-tempat ibadah yang dibangun di atas tanah yang 

perkarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor 

yang merawat tempat ibadah tersebut.Masjid al-Haram di Makkah dan masji 

al-Aqsha misalnya telah dibangun di atas tanah yang bukan hak milik  

siapapun,tetapi milik Allah. Kedua masjid itu dimanfaatkan untuk 

kemaslahatan umat.(Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam,200: 6-7) 

Praktik sejenis wakaf juga dikenal di Mesir, Roma dan Jerman. Di Mesir, 

Raja Ramses kedua mendermakan tempat ibadah "Abidus" yang arealnya 

sangat besar. Di dalam tradisi Mesir kuno dikenal bahwa orang yang mengelola 

harta yang ditinggalkan mayit (harta waris), hasilnya diberikan kepada 

keluarganya dan keturunannya, demikian selanjutnya yang mengelola dapat 

mengambil bagian dari harta tersebut namun harta pokoknya tidak boleh 

menjadi hak milik siapapun.  
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Pengelolaan harta tersebut dengan cara bergilir dan bergantian dimulai dari 

anak yang tertua dengan syarat tidak boleh dimiliki. Praktik seperti ini sangat 

jelas kemiripannya dengan praktik wakaf, karena prinsipnya sama, yaitu pokok 

harta tetap kekal dan tidak boleh menjadi hak milik siapapun. Tapi hasil dari 

harta tersebut digunakan untuk kepentingan social. 

     Ada aturan di Jerman yang mengatur agar masyarakat mengalokasikan 

modal kepada keluarganya dalam jangka waktu tertentu untuk dikelolanya, dan 

harta tersebut menjadi milik keluarga bersama atau kepemilikannya secara 

bergantian dimulai dari keluarga laki-laki kemudian keluarga perempuan 

dengan syarat harta tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan 

tidak boleh dihibahkan. Harta tersebut hendaknya dikelola secara baik dan 

hasilnya diambil untuk kepentingan bersama. Sedang di Roma, juga telah 

dipraktikkan sejenis wakaf, bahkan dalam wujud uang. 

    Karena praktik sejenis wakaf yang terjadi pada masyarakat sebelum 

Islam memiliki tujuan yang seiring dengan Islam, yaitu terdistribusinya 

kekayaan secara adil dan kemudian berujung pada kesejahteraan bersama, 

maka Islam mengakomodirnya dengan sebutan wakaf. Wakaf di zaman Islam 

dimulai pada tahun kedua hijriah, setelah Nabi Muhammad saw hijrah dari 

Mekkah ke Madinah bersamaan dengan kenabian Muhammad di Madinah 

yang ditandai dengan pembangunan masjid Quba‟. Peristiwa ini terjadi setelah 

Nabi hijrah ke Madinah sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari 

Bani al-Najjar, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Masjid al-Nabawi 
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yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Al-Najjar setelah dibeli oleh 

Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham.(Qohar,2005:6) 

2. Pengertian Perwakafan Tanah 

Wakaf menurut bahasa adalah al-habs (menahan) artinya menahan 

untuk berbuat, membelanjakan. Kata al-waqf adalah bentuk masdar dari 

ungkapan waqfu al-syai‟, yang berarti menahan sesuatu.1 Selain itu pengertian 

wakaf menurut bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin 

untuk ditahan. Diartikan demikian, karena barang milik itu dipegang dan 

ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala 

sesuatu.(Al-kabisi,2003:37) 

Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan wakaf secara istilah, 

dikarenakan dalam mendefinisikan wakaf para ulama merujuk kepada para 

Imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Syafi‟i dan imam-imam lainnya sehingga 

menghasilkan definisi yang beragam.  

Menurut Mazhab Syafi‟i  

Para ahli fikih mazhab Syafi‟i mendefinisikan wakaf dengan berbagai 

macam defenisi di antaranya:  

a. Imam Nawawi, dari kalangan mazhab Syafi‟i, mendefinisikan wakaf 

dengan: “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk 

dirinya, sementara benda itu tetap ada.(Anshori,2005:11) ,dan digunakan 
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manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”. definisi 

ini dikutib oleh Al-Munawi, dalam bukunya, Al-Taisir.  

b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan: 

“menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan 

benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari 

pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.(Syarbaini,2006:376) 

c. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan dengan: “menahan harta 

untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan, dengan menjaga 

keutuhan harta tersebut”.( Umairah dkk,2006:91) 

d. Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan dengan: 

“menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta 

tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya 

untuk hal yang dibolehkan”.(Anshori,2006:91) 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa walaupun para 

ulama berbeda dalam menafsirkan pengertian wakaf, namun adanya titik 

persamaan dari masing-masing definisi tersebut. Yaitu harta wakaf yang ditahan 

dapat diambil manfaat oleh orang lain dengan tetap menjaga bentuk aslinya dan 

melepaskan kepemilikannya. 

Mazhab Hanafi 

          Abu Hanifah dan pengikutnya berbeda pendapat dalam mendefinisikan 

wakaf. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Abdul Azis Dahlan dalam 

bukunya, bahwa Abu Hanifah mendefinisikan wakaf dengan: “menahan materi 
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benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk 

kebajikan”.(Sharh Fath al-Qadir,1970:203) .Imam Abu Hanifah memandang akad 

wakaf tidak mengikat, dalam arti kata, bahwa orang yang berwakaf boleh saja 

mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula. 

Dengan demikian mewakafkan harta, bagi Imam Abu Hanifah bukan berarti 

meninggalkan hak milik secara mutlak. Berikut defenisi dari beberapa ulama 

Mazhab Abu Hanifah.(Dahlan, dkk,2001:1905) 

a. Imam Syarkhasi mendefenisikan dengan; Habsul mamluk „an al-tamlik 

min al-ghair, “menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain”, 

maksud dari defenisi ini adalah, harta yang telah diwakafkan masih 

menjadi milik si waqif dan tidak berpindah kepemilikannya kepada orang 

lain, tetapi si waqif tidak boleh memanfaatkan harta ini untuk 

kepentingannya, seperti untuk dijual, hibah, atau untuk jaminan.(Al-

kabisi,45)  

b. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mendefenisikan 

wakaf dengan: “menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap 

hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk memanfaatkan bagi 

kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada 

Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh.(Dahlan,Dkk,2001:1905) 

Kedua ulama Mazhab di atas memiliki persamaan dalam mendefinisikan 

wakaf, yaitu harta wakaf yang ditahan dapat diambil manfaat oleh orang lain 

dengan tetap menjaga bentuk aslinya. Namun, disisi lain juga terdapat perbedaan 
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pendapat dalam mendefinisikan wakaf, perbedaan tersebut muncul dari masalah-

masalah yang mereka pertentangkan, dan dapat diringkas sebagai berikut: 

a. Perbedaan teori mereka dalam memandang wakaf dari segi sah atau 

tidaknya.  

b. Perbedaan mereka tentang pihak yang diberi harta wakaf, mengenai status 

kepemilikan harta wakaf, setelah wakaf diikrarkan.  

Wakaf merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas iman kepada Allah, wakaf mempunyai dasar hukum yaitu Al-Qur‟an dan 

Hadis. Karena sebagai ibadah, wakaf telah diatur ketentuan hukumnya oleh Allah 

SWT. Ketentuan wakaf dan peribadatan lainnya yang akan dilakukan manusia 

sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.(Hidayatullah,1992:981) 

Di dalam Hukum Islam ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang 

keabsahannya ibadah wakaf. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah 

wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur‟an dan juga Sunnah. Karena 

di dalam ayat Al-Qur‟an tidak ada yang menjelaskan secara khusus tentang ibadah 

wakaf. Yang ada hanya pemahaman terhadap ayat Al-Qur‟an 

3. Macam-Macam Wakaf  

Wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf keluarga atau waqaf ahli yang 

disebut juga wakaf khusus dan wakaf umum atau waqaf khairi.(Ali:90) 

a.      Wakaf Keluarga atau waqaf ahli  

Yang dimaksud dengan wakaf keluarga atau wakaf ahli yang 

disebut juga wakaf khusus adalah wakaf yang khusus 
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diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik 

ia keluarga wakif maupun orang lain.  

Pelaksanaan waqaf ahli sering terjadi penyalahgunaan, seperti yang 

terjadi di negara-negara Timur Tengah. Penyalahgunaan itu misalnya :   

1) Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari 

pembagian atau pemecahan harta kekayaan ahli waris yang berhak 

menerimannya, setelah wakif meninggal dunia. 

2) Wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan 

kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum 

ia mewakafkan tanah itu. Penyalahgunaan tersebut mengakibatkan 

wakaf keluarga ini dibatasi dan bahkan dihapuskan (Misalnya di 

Mesir), sebab praktek-praktek tersebut tidak sesuai dengan ajaran 

Islam.(Rachmat,1964:60) 

b. Wakaf Umum atau Waqaf Khairi 

Waqaf khair³ atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan 

bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf ini jelas sifatnya 

sebagai lembaga keagamaan atau lembaga sosial dalam bentuk masjid, 

madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu, tanah 

kuburan, dan sebagainya.  

Dari bentuk-bentuk wakaf di atas, waqaf khair³ jelas merupakan wakaf 

yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan 

merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan 
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masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang 

ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 

4. Rukun Dan Syarat Wakaf  

Dalam terminologi Fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap 

menentukan suatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah 

penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh 

karena itu, sempurnah atau tidak sempurna wakaf telah dipengaruhi oleh unsur- 

unsur yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri.  

Adapun unsur- unsur wakaf menurut sebagian besar sebagian Ulama 

dan fiqh Islam, telah dikenal ada 6 (enam) rukun atau unsur wakaf adalah 

seperti diuraikan di bawah ini.  

a. Orang yang berwaqaf (waqif) 

Adapun syarat- syarat orang yang mewakafkan (waqif) adalah setiap 

wakif harus mempunyai kecakapan melakukan tabarru, yaitu melepaskan 

hak milik tanpa imbangan materiil, artinya mereka telah dewasa (baligh), 

berakal sehat, tidak dibawah pengampunan dan tidak karena terpaksa 

berbuat.  

b. Benda yang diwaqafkan (mauquf)  

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama 

dipergunakan , dan hak milik wakif murni.  Barang yang diwakafkan 

harus memenuhi 3 syarat, yaitu: 

 (1) Barang yang bisa diambil manfaatnya, dan keadaannya  masih tetap 

(tidak berkurang , tidak habis), 
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(2) Barang hak miliknya, 

(3) Untuk tujuan yang baik.(fikih islam,2004:195) 

5. Tujuan dan Manfaat Wakaf  

Fungsi wakaf menurut PP itu adalah mengekalkan manfaat benda 

wakaf, sesuai dengan tujuan wakaf, yakni untuk kepentingan peribadatan dan 

kepentingan umum lainnya. Agar wakaf dapat berfungsi sebagaiman mestinya, 

maka pelembagaannya haruslah untuk selam- lamanya. Agar benda itu tetap 

dapat bermanfaat bagi peribadatan dan kepentingan umum lainnya, ia harus 

dikelola oleh suatu badan yang bertanggung jawab, baik kepada wakif, 

masyarakat maupun kepada Allah. Itulah sebabnya, dalam sistem perwakafan 

di Indonesia ditentukan pula kedudukan nadzir yaitu kelompok orang atau 

badan yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir 

wakaf menurut PP ini merupakan salah satu unsur wakaf.(Daud,1995:271)  

Fungsi wakaf telah disebutkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum 

Islam pasal 216 yang berbunyi bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan 

manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Melihat hal tersebut, 

ternyata saat ini manfaat wakaf sudah banyak yang dinikmati oleh masyarakat, 

baik itu dibidang peribadatan, pendidikan, kesehatan,social dan lainnya dengan 

tetap menjadi kekekalan nilainya. Oleh karena itu fungsi utama dari wakaf 

yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk 

kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.(Mufti 

dkk,2009:213)  
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Dalam tujuan wakaf setidaknya disyaratkan beberapa hal berikut, 

tentunya tujuannya juga harus baik dan sesuai dengan syariah, hal ini agar 

tujuan wakaf yang sebenarnya dapat tercapai, tujuan- tujuan tersebut adalah: 

(Qahar,2004:159-160) 

a. Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, Kelompok profesi, 

Yayasan Islam, Perpustakaan umum atau khusus.  

b. Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar didalam dan luar negeri  

c. Membantu yayasan riset ilmiah Islam. 

d. Memelihara anak yatim, Janda dan orang- orang lemah.  

e. Memelihara orang tua jompo dan yayasan yang memberi pelayanan 

kepada masyarakat.  

f.   Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan 

paspasan. 

g. Memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan 

kesehatan, penyeberangan dan lainnya baik di kota maupun didesa  

h. Membangun mesjid dan memberi perlengkapannya, serta Mengisinya 

dengan Mushaf Al- Qur‟an dan Kitab- kitab, juga berinfak untuk 

keperluan masjid.  

i. Memberi bantuan keuangan dengan syarat yang ringan kepada pengusaha 

kecil yang memerlukan tanaman modal. 
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6. Terjadinya Wakaf  

Wakaf bisa terjadi dengan jalan: 

a. perbuatan yang menunjukan bahwa seseorang telah mewakafkan harta 

bendanya. misalnya seseorang membangun masjid/ musholla, kemudian 

ia mengizinkan kepada masyarakat untuk menggunakannya guna 

keperluan sholat dan kegiatan keagamaan lainnya.  

b. ucapan/ pernyataan. misalnya seseorang berkata, “ rumah saya ini, saya 

wakafkan untuk lembaga pendidikan agama Islam”. Barang yang boleh 

dan sah diwakafkan ialah semua barang yang dapat diperjualbelikan, baik 

barang tak bergerak seperti tanah, maupun barang yang bergerak, 

termasuk binatang, dan semua barang yang dapat dimanfaatkan tanpa 

menghabiskan barangnya (barang yang diwakafkan itu masih tetap ada). 

Karenanya, barang yang tidak boleh diperjualbelikan oleh agama, seperti 

babi, dan barang yang bisa habis kalau dimanfaatkan, seperti bahan 

makanan atau minuman, serta barang yang cepat rusak/ membusuk, 

tidaklah sah diwakafkan.(Masjfuk,1993:78)  

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan harta dari otoritas 

kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan 

barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Wakaf hanya mempunyai 

hukum lazim karena salah satu dari tiga perkara  

a. Jika yang memutuskan adalah hakim al-Muwalla (hakim yang diberi 

wewenang untuk menangani urusan umat), bukan hakim alMuhakkam 

(hakim penengah persengketaan) 
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b. Atau jika orang yang mewakafkan mengkaitkan wakaf tersebut dengan 

kematiannya  

c. Jika orang yang mewakafkan menjadikan barang tersebut wakaf untuk 

masjid, memisahkan dari kepemilikannya, mengizinkan untuk dijadikan 

shalat di dalamnya.  

Jika ada seseorang yang telah shalat didalamnya maka kepemilikan 

barang tersebut menjadi hilang dari pemiliknya menurut Abu Hanifah. Wakaf 

telah dipraktikkan oleh Nabi. Begitu juga para sahabat. Mereka mewakafkan 

masjid-masjid, tanah, kebun, kuda dan sebagainya. Orang-orang pun masih 

mempraktikkan wakaf hingga sekarang ini.  

Diriwayatkan dai ibnu umar bahwa umar pernah mendapatkan sebidang 

tanah di Khaibar. Ia datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk, lalu 

berkata, 

“Aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Aku belum pernah 

mendapatkan harta dari tanah itu. Apa saranmu kepadaku mengenainya, 

wahai Rasulullah?” Nabi pun bersabda, “ Jika mau, engkau tahanlah 

pokoknya dan sedekahkan hasilnya,”  

 

Umar kemudian menyedekahkan tanah tersebut dengan mensyaratkan 

bahwa tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh 

diwariskan. Ia menyedekahkan hasilya kepada kaum fakir, kerabat, para budak, 

orang yang bejihad dijalan Allah, ibnu sabil dan para tamu. Tidaklah berdosa 

bagi pengelola tanah itu untuk memakan hasil tanah secara wajar, atau 

memberi makan orang lain tanpa menjadikan tanah itu sebagai hak milik. At-

Tirmidzi berkata,” Atas dasar hadis ini, ahli ilmu dari kalangan para sahabat 
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dan yang lainnya bersepakat atas pensyariatan wakaf. Tidak ada satupun ulama 

yang datang belakangan yang tidak menyetujuinya. Pendapat lain yang lebih 

kurang sama wakaf menjadi sah dan berlaku dengan salah salah satu hal di 

bawah ini:  

1. Perbuatan yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya membangun 

masjid dan lalu mengizinkan orang-orang untuk menempainya shalat, 

tanpa harus menunggu izin dari hakim atau penguasa. 

3. Perkataan yang jelas dari orang yang wakaf (wakif), seperti, “Aku 

wakafkan,” “ Aku tahan,” “ Aku alirkan” dan “Aku kekalkan,” atau 

katakata kinayah darinya, seperti “Aku sedekahkan” dengan niat wakaf. 

Adapun wakaf yang digantungkan pada kematian, seperti ketika seseorang 

berkata, “Jika aku sudah meninggal dunia, rumahku atau kudaku ini 

menjadi harta wakaf,” maka itu tetap dibolehkan menurut Madzhab 

Ahmad, sebagaimana dikatakan oleh Al-kharaqi dan selainnya. Sebab, 

semua ini merupakn bentuk dari wasiat. Saat wakif berkata seperti itu, 

berarti dia telah mewakafkan.(Sulaiman,2013:932-933). 

7. Dasar Hukum wakaf 

Pada dasarnya didalam Al-quran tidak ditemukanya ayat yang secara 

khusus berbicara mengenai tentang wakaf .Namun terdapat ayat-ayat yang 

secara umum menerangkan tentang wakaf. 

a.  Al-quran 

 1)  QS. Ali Imran Ayat 92: 
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Artinya: “ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. 

Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya”.( Ali-Imran 3: 92) 

2)  QS. Al-Baqarah Ayat 267:  

  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Infakkanlah sebagian dari 

hasil usahamu yang baik, dan dari apa yang kamu keluarkan untuk dari 

alam bumi. 

Dan janganlah kamu memilih yang buru-buruk daripadanya untuk 

kemudian kamu infakkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

kecuali dengan memicingkan mata (enggan). Ketahuilah Ketahuilah bahwa 

Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji”. (Al-Baqarah 2:267) 

Kata-kata menafkahkan harta yang disebut dalam Al-quran tidak kurang 

dari 72 tempat, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau 

memberi nafkah keluarga, juga menunjuk hukum sunnah, seperti sedekah, 

hibah, wakaf dan lain-lain. Dalam Al-quran tidak ditemukan secara eksplisit 

dan tegas mengenai wakaf, al-quran hanya menyebutkan dalam artian umum 

saja, tidak tegas dan khusus menggunakan kata wakaf. Para Fuqaha 

menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar wakaf dalam Islam. Seperti ayat-
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ayat yang membicarakan sedekah, infak dan amal jariyah. Para ulama 

menafsirkannya bahwa wakaf itu sudah tercakup di dalam cakupan ayat 

tersebut. Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum 

terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk kedalam 

pengertian umum infak menurut Jumhur ulama adalah melalui sarana 

wakaf.(Sulistiani ,2017:49),  

b. Hadist 

Artinya: “ Dari Abu Hurairah r.a (dilaporkan bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalannya 

kecuali tiga hal: sedekah yang mengalir, ilmu yang dimanfaatkan atau 

anak shahih yang mendoakannya”.  

Sedekah Jariyah yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tidak lain 

yang dimaksud adalah wakaf, dimana pokok bendanya tetap, sedangkan 

manfaat benda yang diwaafkan itu mengalir terus (Jariyah=Mengalir) 

sehingga wakif tetap mendapat pahala atas amalnya meskipun ia telah 

meninggal dunia. 

B. Wakaf Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004  

 

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1, Wakaf ialah 

perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 
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umum menurut syariah.Dengan demikian, setiap harta yang diwakafkan itu keluar 

dari kepemilikan orang yang yang mewakafkan (wakif) dan barang tersebut secara 

hukum dianggap milik Allah SWT. Bagi wakif terhalang memanfaatkannya untuk 

kepentingan dirinya dan wajib mendermakan hasilnya sesuai dengan tujuannya45. 

Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan beberapa definisi:  

1. Wakaf, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 

kesejahteraan umum menurut syari‟ah.  

2.  Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.  

3. Ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan 

dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.  

4. Nadzir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk 

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.  

5. Harta benda wakaf, adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama 

dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut 

syari‟ah yang diwakafkan oleh wakif.  

6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah 

pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar 

wakaf.  

Dari beberapa pengertian tentang wakaf dapat diketahui bahwa unsur-

unsur wakaf itu adalah terdiri dari :  

1. Orang yang berwakaf (wakif) yaitu pemilik harta benda yang diwakafkan.  
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2. Harta yang diwakafkan (mauquf bih).  

3. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf yang disebut mauquf 

„alaihi  

4. Persyaratan wakaf dari wakil yang disebut shighat atau ikrar wakaf.  

Dalam pasal 7 undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakif (orang yang 

berwakaf) meliputi:  

a. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewas, berakal 

sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah 

harta benda wakaf;  

b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk 

mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan 

anggaran dasar organisasi yang bersangkutan;  

c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk 

mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan 

anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan;  

Dalam pasal 16 undang-undang nomor 41 tahun 2004, harta benda wakaf 

terdiri dari:  

1. Benda tidak bergerak, meliputi :  

a. hak atas tanah yang berlaku baik yang sudah/belum terdaftar;  

b. bangunan atau bagian bangunan;  

c. tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;  

d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
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e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

2. Benda bergerak adalah harta yang tidak habis karena dikonsumsi. Benda 

yang diwakafkan (mauquf) dipandang sah apabila merupakan harta 

bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Benda 

yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut:  

a. Benda harus memiliki nilai guna  

Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak 

yang bersangkut paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai 

dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga 

menurut syara, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti 

benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.  

b. Benda tetap atau benda bergerak  

          Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafi‟i dalam 

mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta 

tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak.  

c. Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadi akad wakaf  

         Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus 

juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan nishab terhadap benda 

tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf 

yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan 
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tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, 

sejumlah buku, dan sebagainya.  

      d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (al-milk 

at-tamm) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. 

Dengan demikian, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum 

menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya 

tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan 

jual beli dan lain sebagainya.  

Dalam pasal 22 undang-undang nomor 41 tahun 2004, menyebutkan dalam 

rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan 

bagi:  

a. Sarana dan kegiatan ibadah  

b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan 

d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau  

e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan 

syariah dan peraturan perundang-undangan.  

Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukkan harta benda wakaf, maka 

nadzir dapat menetapkan peruntukkan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai 

dengan tujuan dan fungsi wakaf. Dalam pasal 21 undang-undang nomor 41 tahun 

2004, suatu pernyataan wakaf atau ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, 

yang paling sedikit memuat:  

a. nama dan identitas wakif  

b. nama dan identitas nadzir  
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c. data dan keterangan harta benda wakaf  

d. peruntukkan harta benda wakaf dan  

e. jangka waktu wakaf.  

Lafadz atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan 

atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan 

tulisan atau lisan dapat digunakan oleh siapa saja, sedangkan isyarat hanya bagi 

orang yang tidak dapat menulis atau berbicara dengan menggunakan surat kuasa 

dan dua orang saksi. Setiap pernyataan dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir 

dihadapan pejabar pembuat akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh dua orang 

saksi.  

Pada dasarnya harta benda yang telah diikrarkan untuk diwakafkan adalah 

pengalihan kekuasaan dan penggunaan yang hasilnya untuk kepentingan umum, 

sedangkan statusnya adalah menjadi milik Allah SWT dan bukan menjadi  milik 

penerima wakaf, namun wakif (orang yang mewakafkan) tetap boleh mengambil 

manfaatnya. Perwakafan pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk 

pemindahan hak atas obyek. Oleh karena itu, pemindahan hak dalam perwakafan 

berbeda dengan pemindahan hak atas obyek yang biasa, karena dalam perwakafan 

mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu dipandang sebagai perbuatan ibadah dalam 

ajaran Islam.  

Dengan demikian, perbuatan hukum dalam perwakafan obyek ini tidak 

mempunyai nilai komersial. Dalam kondisi sekarang, prinsip-prinsip perwakafan 

dikaitkan secara khusus dengan persoalan kemasyarakatan, sehingga wakaf 

menjadi suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu 
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sarana pengembangan kehidupan khususnya bagi umat Islam dalam rangka 

mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Penggunaan wakaf bukan hanya untuk 

kepentingan masjid atau tempat ibadah semata, melainkan juga untuk setiap 

keperluan masyarakat seperti untuk rumah yatim, sekolah, balai desa, membuat 

jalan, pasar dan lain-lain untuk kemanfaatan kehidupan masyarakat dan 

kesejahteraannya. Karena hal ini terbukti memberi sumbangan yang penting 

dalam aspek ekonomi dan berperan menjaga keseimbangan kehidupan 

masyarakat.  

Sekalipun wakaf dipandang sebagai ibadah yang bersifat multifungsi 

kemanfaatan yang besar sebagaimana dikemukakan di atas, dalam kenyataannya 

menurut Ahmad Azhar Basyir, pada umumnya harta wakaf merupakan barang-

barang pakai, barang-barang yang menghasilkan, sehingga untuk pemeliharaan 

barang-barang pakai itu sering menghadapi kesukaran dalam memperoleh 

sumber-sumber tetap. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

pelaksanaan undang-undang wakaf Milik Pasal 30, mengharuskan perwakafan 

dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja.  

Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik, misalnya sebagai 

kelengkapan dokumen pendaftaran obyek wakaf pada Kantor pertanahan maupun 

sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari tentang obyek 

yang telah diwakafkan. Oleh karena itu, seseorang yang hendak mewakafkan 

obyek harus melengkapi dan membawa tanda-tanda bukti kepemilikan dan surat-

surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan pelepasan 

haknya atas obyek tersebut. Untuk kepentingan tersebut mengharuskan adanya 
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pejabat yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan pembuatan akta tersebut, dan 

perlu adanya keseragaman mengenai bentuk dan isi Akta lkrar Wakaf.  

Perlindungan hukum terhadap obyek wakaf secara jelas dinyatakan dalam 

Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 49 Ayat (3) bahwa "Perwakafan Obyek 

Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah". Untuk memenuhi Ayat 

3 Pasal 49 tersebut pengaturan lebih lanjut dimuat di dalam UU No. 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf. Namun akibat perkembangan sosial dan dampaknya 

terhadap penerapan ketentuan hukum positif, maka adanya pembaruan aturan-

aturan hukum merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa dihindari. Sehubungan 

dengan hal tersebut di atas, Bab VIII Pasal 63 Undang-Undang Wakaf di atas 

menyebutkan bahwa Menteri Agama melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf 

dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia, dengan tetap memperhatikan 

saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.  

Dalam melakukan pembinaan, keduanya dapat melakukan kerjasama 

dengan ormas, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang 

perlu, sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasannya dapat menggunakan 

akuntan publik. Dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

menyebutkan penyelesaian sengketa perwakafan dilakukan dengan cara: 

musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dan penjelasan 

pasal tersebut di atas berbunyi “Yang dimaksud dengan mediasi adalah 

penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati 

oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil 
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menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan 

arbitrase syari‟ah. Dalam hal badan arbitrase syari‟ah tidak berhasil 

menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan 

agama dan/atau mahkamah syari‟ah”.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Pelaksanaan pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah 

ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan di 

Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru 

Ada seorang wakif yang bernama bapak H Bactiar piliang lahir di Lintau 

,21 februari 1929 beragama Islam,pekerjaan pensiunan POLRI,tempat tinggal di jl 

banda aceh Gg keluarga No.2A tangkerang utara pekanbaru.Pada awalnya Masjid 

ini berbentuk kecil dan hanya memiliki satu lantai. Karena berkembangnya zaman 

dan penduduk semakin bertambah, untuk melakukan kegiatan peribadatan di 

Masjid tersebut maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan musyawarah 

masyarakat, Masjid ini dipugar menjadi lebih luas dan memiliki dua lantai. Dan 

setelah beberapa tahun masjid An-najah mendapat sedekah wakaf tanah oleh 

wakif berupa tanah beserta bangunannya akan tetapi lokasi tanah dan bangunan 

tersebut jauh dari lokasi masjid sehingga pihak pengurus masjid bermufakat untuk 

menjual tanah dan bangunan wakaf tersebut untuk membeli tanah berlokasi 

disebelah masjid untuk tujuan pembangunan dan renovasi yayasan MDA akan 

tetapi setelah tanah dan bangunan wakaf tersebut dijual hingga saat ini masih 

belum dialihkan untuk membeli tanah yang berlokasi disebelah masjid. 

Disini diketahui oleh Nadzir selaku pengurus masjid yaitu yg bernama 

H.Mustar effendi BA,lahir di bengkalis 28 januari 1947 pekerjaan 

pensiunan,tempat tinggal di jl sentosa no 37 tangkerang utara pekanbaru. 

Menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan kepada nadzir atas sebidang tanah 
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hak miliknya berupa 2 pekarangan,sertifikat/persil1 nomor 00790,ukuran panjang 

17 meter,lebar 8 meter,luas 137 meter. Terletak di tangkerang utara kecamatan 

bukit raya kota pekanbaru. Untuk keperluan hasilnya digunakan untuk 

pengembangan masjid, 

Sesuai dengan akta ikrar wakaf nomor w2/09/1 tahun 2008 pada hari senin 

tanggal 5-01-1429 atau tanggal 14-01-2007 .oleh mentri agama dengan peraturan 

nomor 1 tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai pejabat pembuat akta ikrar 

wakaf yg dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) peraturan pemerintahan nomor 28 

tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik . 

Dengan Surat izin IMB Atas nama H Bactiar piliang tempat tinggal banda 

aceh sakuntala blok G kavling nomor 05 Bukit raya pekanbaru. Melalui Kutipan 

surat keputusan walikota pekanbaru nomor 492/G/05/IMB/DTK/2005. Memberi 

izin kepada bapak H bactiar piliang untuk mendirikan 1 (satu) unit bangunan 

rumah tempat tinggal type 80,1 (satu) lantai 

Diatas sebidang tanah kepunyaan/dikuasakan kepada yang bersangkutan 

tercatat dengan surat tanah/sertifikat hak milik. Yg berada di jalan banda 

aceh/sakuntala.Blok G kavling nomor 05 tangkerang utara bukit raya kota 

pekanbaru. Sesuai dengan permohonan yg  telah disetujui dan ketentuan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. 

Dengan Surat kesepakatan wakif yang berbunyi: 

Kami dari kedua belah pihak yaitu (H Bactiar Piliang sebagai wakif dan 

H.Mustar effendi BA sebagai nadzir) telah bersepakat untuk menjual 1 unit rumah 

di komplek Graha Sakuntala Blok G No 5 Jl Sakuntala/Banda Aceh kelurahan 
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Tangkerang Utara kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan hasil penjualan 

tersebut akan digunakan untuk pengadaan lahan bersepadan dengan Masjid An-

Najah dijalan sakuntala banda aceh No 52,RT 3,RW11,Tangkerang utara 

pekanbaru dalam rangka pengembangan masjid dan pendidikan An-najah. 

Berdasarkan permohonan nadzir wakaf Masjid An-Najah tanggal 08 

februari 2017 atas nama wakaf seluas 137 M2 Komplek perumahan sakuntala 

Blok G No. 5,RW.12 kelurahan tangkerang utara mengadakan pengalihan aset ke 

jalan Sakuntala Banda aceh No. 51 RT 3,RW 11 kelurahan tangkerang utara 

dengan alasan agar tanah wakaf tersebut lebih produktif dan mempunyai azaz 

manfaat yang lebih besar untuk kemaslahatan umat. 

 Dalam hal ini pada prinsipnya kami tidak keberatan kepada nadzir wakaf 

untuk diberikan pengalihan asset wakaf tersebut sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku dan untuk keputusan selanjutnya diserahkan kepada Menteri Agama 

RI Cq. Kepala kantor kementerian agama kota pekanbaru. 

Penelitian pertama kali penulis lakukan adalah di Kantor 

Kementriam Agama yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad untuk 

mendapatkan data-data atau dokumen mengenai Pelaksanaan Pengalihan 

Tanah wakaf di Masjid An-Najah pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 

oleh  Kepala Badan Wakaf Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan teknik 

pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui 

Pelaksanaan Pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah .Sumber 
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utama dalam penelitian ini diperoleh dari  Nadzir,Wakif,kepala kementrian 

Agama,Kepala Urusan Agama,serta Kepala badan Pertanahan Nasional. 

            Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis tanggal 24 September 

2021) kepada Bapak Fadjrie H Alwi selaku Sekretaris Badan Wakaf Indonesia 

di Kantor Kementrian Agama yaitu apakah boleh tanah yang diwakafkan 

dialihkan ketempat lain dan apa hukumnya? 

“kalau secara hukum Negara boleh Cuma ada beberapa 

proses yg harus sampai ke som 1 yaitu kementrian agama 

pusat ,kalau di kementrian agama kota cuma bisa 

merekomendasikanya kesini dan memindahkan ahli 

fungsi tanah yang lama ke yang baru tapi harus lebih 

nilainya dari tanah wakaf yang lama,dan hukumnya 

boleh” 

 

 Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa tanah yang 

diwakafkan secara hukum negara boleh dialihkan ketempat lain kalau sudah 

memenuhi prosedur yang ada dan harus lebih tinggi nilainya dari tanah wakaf 

yang lama 

                Selanjutnya penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis 

tanggal 24 September 2021) kepada Bapak Fadjrie H Alwi selaku Sekretaris 

Badan Wakaf Indonesia di Kantor Kementrian Agama yaitu mengapa tanah 

yang sudah diwakafkan diperboleh dialihkan ke tempat yg lain? 

“bolehnya yaitu ketika dalam kondisi yang darurat 

mungkin bisa jadi tanah wakaf yang lama ini tidak 

bisa atau tidak cukup nilainya untuk dibangunkan 

sesuai dengan keperuntukan tanah wakafnya itu ,jadi 

itulah makanya digeser ketempat yang lebih mungkin 

lebih bisa dibangun keperuntukan tanah wakafnya dan 



57 

 

sebagainya itu ada lagi peralihan itu karena terkena 

pembebasan lahan,seperti jalan atau apa segala 

macamnya dan boleh dipindahkan,karena lokasi tanah 

bapak bachtiar ini jauh dari lokasi masjid maka 

dilaihkan ke lokasi yang lebih dekat dari masjid.” 

 

              Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa boleh di 

alihkan apabila dalam kondisi darurat atau tidak cukup nilainya untuk 

dibangunkan sesuai dengan keperuntukkan tanah wakafnya itu. 

               Selanjutnya penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis 

tanggal 24 September 2021) kepada Bapak Fadjrie H Alwi selaku Sekretaris 

Badan Wakaf Indonesia di Kantor Kementrian Agama yaitu bagaimana 

proses pengalihan tanah wakaf yg sudah diwakafkan itu apakah boleh dalam 

hukum islam? 

“kalau di dalam hukum islam belum ada dalil yg 

menguatkan,bolehkah atau tidak bolehkah,tapi kalau 

dalam hukum Negara boleh” 

 

          Jawaban dari responden diatas dapat disimpukan bahwa dalam proses 

pengalihan tersebut belum ada dalil yang menguatkan tetapi kalau dalam 

hukum Negara boleh 

        Selanjutnya penulis melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 13 

ktober 2021) kepada Nadzir selaku pengurus masjid An-Najah yang bernama 

Bapak Akhmad Zulkifli yaitu apa alasan wakif mewakafkan tanah dan 

bangunanya untuk masjid An-Najah? 

“Nadzir mengatakan bahwa Seorang Wakif mewakafkan 

harta nya untuk masjid yaitu Salah satu nya adalah untuk 

kepentingan beribadah serta mewujudkan kesejahteraan 
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umum mungkin dari segi hartanya lalu yg kedua harta itu 

kan sebagian pemberian dari Allah SWT yang akan 

dibagikan kepada hak yang menerimanya contohnya dari 

salah satu nya itu wakaf yang diberikan itu untuk 

membersihkan hartah-hartanya yg sudah lama tersimpan.” 

 

    Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa alasan wakif 

mewakafkan sebagian harta benda miliknya yaitu untuk kepentingan 

beribadah serta mewujudkan kesejahteraan umum.Karna harta yang kita 

miliki ini adalah pemberian dari Allah SWT yang seharusnya kita bagikan 

untuk kepentingan beribadah agar terwujudnya kesejahteraan umum 

        Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 13 

Oktober 2021) kepada Nadzir selaku pengurus Masjid An-Najah yang bernama 

Bapak Akhmad Zulkifli yaitu siapa saja yang dilibatkan dalam masalah tanah 

wakaf ini? 

“salah satu yang terlibat dalam masalah pelaksanaan 

pengalihan tanah wakaf ini yaitu bapak 

bachtiar,pengurus masjid,badan wakaf Indonesia 

kota pekanbaru,badan pertanahan kota 

pekanbaru,kementrian agama kota pekanbaru” 

 

        Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa yang terlibat 

dalam masalah tanah wakaf ini yaitu wakif,nadzir,badan wakaf 

Indonesia,badan pertanahan kota pekanbaru,dan kementrian agama kota 

pekanbaru 
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        Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 13 

Oktober 2021) kepada Nadzir selaku pengurus Masjid An-Najah yang bernama 

Bapak Akhmad Zulkifli yaitu kapan wakaf ini dilakukan? 

“sesuai tempat dan kondisinya,kalau Bapak Bacthiar 

ini mewakafkan tanah beserta bangunanya dari tahun 

2008 akan tetapi perencanaan pengalihannya pada 

tahun 2017.” 

 

Jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Bachtiar 

mulai mewakafkan tanah dan bangunanya untuk  masjid An-Najah pada tahun 

2008 dan perencanaan pengalihanya pada tahun 2017 

           Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 13 

Oktober 2021) kepada Nadzir selaku pengurus Masjid An-Najah yang bernama 

Bapak Akhmad Zulkifli yaitu  mengapa tanah wakaf ini dialihkan ?  

“Nadzir mengatakan bahwa di alihkan nya karena lokasi 

tanahnya bapak bachtiar itu jauh dari masjid oleh karena 

itu nadzir bermufakat kepada wakif agar di alihkan dengan 

tanah yang lebih dekat dari masjid An-Najah agar nantinya 

digunakan untuk perluasan masjid atau untuk 

pembangunan yayasan,sesuai dengan penempatan 

dimanakah tempatnya dan gimana kondisinya mungkin 

tanah ini digunakan untuk apa nanti  dan lokasinya dimana 

sesuai gak dari jalan raya atau penempatan disini” 

 

 Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa dialihkan nya 

tanah tersebut agar lebih dapat dimanfaatkan untuk memperluas masjid atau 

membangun yayasan dan lokasinya lebih dekat dari masjid An-Najah 
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          Selanjutnya Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis 2 Desember 

2021) kepada Bapak Agus selaku adik dari wakif,yaitu Apakah benar bapak 

Bachtiar mewakafkan tanah ini dan apa alasanya? 

“benar,alasannya adalah agar harta yang diwakafkan bisa 

bermanfaat untuk orang banyak dan juga sebagai 

tabungan untuk di akhirat nanti” 

Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa alasan Bapak 

Bachtiar mewakafkan tanah dan bangunannya untuk masjid agar bisa 

bermanfaat untuk orang banyak dan juga sebagai tabungan untuk di akhirat 

nanti 

            Selanjutnya Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis 2 Desember 

2021) kepada Bapak Agus selaku adik dari wakif,yaitu Mengapa tanah ini belum 

diganti padahal sudah dialihkan ? 

“kalau itu bapak agus tidak mengetahui nya secara 

pasti,karena panitia masjid yang langsung berurusan dengan 

penggantian wakaf tersebut” 

 

Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa yang mengatur 

pengalihan tanah wakaf tersebut adalah pihak pengurus Masjid. 

           Selanjutnya Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis 2 Desember 

2021) kepada Bapak Agus selaku adik dari wakif,yaitu Siapa saja yg terlibat 

dalam pelaksanaan pengalihan tanah wakaf ini? 

“yang terlibat dalam masalah pelaksanaan pengalihan 

tanah wakaf ini yaitu bapak bachtiar,pengurus 

masjid,badan wakaf Indonesia kota pekanbaru,badan 

pertanahan kota pekanbaru,kementrian agama kota 

pekanbaru,dan saksi-saksi lainya termasuk saya sebagai 

adik dari bapak bachtiar” 
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    Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa yang terlibat dari 

tanah wakaf ini ada Bapak Bachtiar,pengurus masjid,badan wakaf Indonesia 

kota pekanbaru,badan pertanahan kota pekanbaru,kementrian agama kota 

pekanbaru,dan saksi-saksi lainya termasuk bapak Agus adik dari bapak bachtiar 

       Selanjutnya Penulis  melakukan  wawancara  (pada hari Kamis 2 Desember 

2021) kepada Bapak Agus selaku adik dari wakif,  yaitu  Kapan Bapak Bacthiar 

mewakafkan tanah ini untuk masjid an-najah? 

“tanah beserta bangunanya di wakafkan pada tahun 

2008 dan perencanaan pengalihannya pada tahun 2017 

berdasarkan kesepakatan bersama” 

 

       Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa tanah beserta 

bangunanya di wakafkan pada tahun 2008 dan perencanaan pengalihannya pada 

tahun 2017 berdasarkan kesepakatan bersama 

 

 

           Selanjutnya Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis 2 Desember 

2021) kepada Bapak Rusyidi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Bukit Raya kota Pekanbaru,yaitu Apakah boleh tujuannya berubah misalkan tanah 

ini awalnya diwakafkan untuk pengembangan masjid tapi kenyataanya dibangun 

untuk MDA? 

“ saja,kalau sudah ada kesepakatan”  

            Selanjutnya Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis 2 Desember 

2021) kepada Bapak Rusyidi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Bukit Raya kota Pekanbaru,yaitu Jika tidak langsung diganti apa saja hukum dan 
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dalilnya dalam ikrar ini jika tanah itu sudah dijual tapi belum dibeli gantinya dan 

uangnya masih disimpan dalam bank? 

“kalau secara hukum tentu tanah yang diwakafkan itu 

diperuntuk kan untuk apa agar sesuai dengan yang di ikrar 

kan nya dulu ,misalkan yang mengikrarkan untuk masjid  

ya sudah pasti untuk masjid dan dipakai untuk masjid ,kalau 

sekarang  ini masih  perkembangan belum bisa maka  bisa 

saja nanti tanah ini untuk sementara  itu dipakai untuk yang 

lain bisa jadi untuk perkebunan  hasilnya itu adalah  untuk 

masjid atau  nanti untuk fakir miskin atau untuk mushola 

atau untuk kegiatan lain sementara tanah ini sudah menjadi 

bisa dimanfaatkan,tapi kalau untuk pengalihan itu melalui 

kementerian agama ,lalu direkomendasi ke BWI dan ikrar 

diucapkan didepan KUA” 

 Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pengalihan tersebut jika tidak langsung diganti maka secara hukum tanah yang 

diwakafkan itu harus jelas diperuntukkan untuk apa karena akan sesuai dengan 

ikrar yang sudah disepakati bersama melalu Kantor Urusan Agama dan Badan 

Wakaf Indonesia di kantor Kementerian Agama 

           Selanjutnya Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis 2 Desember 

2021) kepada Bapak Rusyidi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Bukit Raya kota Pekanbaru,yaitu Bagaimana pandangan hukum islam tentang 

pelaksanaan pengalihan tanah wakaf tersebut? 

kalau secara hukum islam tanah wakaf ini memang secara 

syariat ini namanya sedekah jariyah apabila seseorang 

mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid atau untuk 

fasilitas umum,kemudian nanti  ini harus dibuatkan ikrarnya  

secara hukum,apabila tidak dibuat ikrar wakaf ini  tentu 

tanah wakaf ini tidak tercatat,kalau tidak tercatat tentu tidak 

ada kekuatan hukumnya,bisa saja nanti suatu saat jika pihak 

keluarga atau ahli warisnya mengambil kembali apa yg 

telah diwakafkan sebab tidak  bisa nanti kalau nadzir 

memberikan surat menyurat bahwa saja tanah ini sudah 

diwakafkan disitu nanti timbul hukum nya.sebagai bukti 

bahwa tanah tersebut sudah di wakafnya makanya 

dibuatkan akta ikrarnya,setelah itu baru nadzir 

mendaftarkan kembali ke BPN untuk balik nama,jika untuk 
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yayasan atas nama yayasan kalau untuk masjid berarti atas 

nama masjid,pengalihan ini bisa juga dikatakan sebagai 

tukar guling (Ruislag) yang artinya Penukaran/penggantian 

tanah wakaf demi kemaslahatan umat dan agama atau 

pengganti nya yang lebih baik 

          Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum 

islam tentang pelaksanaan pengalihan tanah wakaf ini secara syariat namanya 

sedekah jariyah,tetapi dalam pengalihannya bisa dikatakan sebagai tukar guling 

(Ruislag) artinya pengalihan tanah tersebut boleh dilakukan asal untuk pengganti 

tanah wakaf demi kemaslahatan umat dan agama atau pengganti yang lebih baik 

apabila sudah memiliki kesepakatan antara wakif dan nadzir melalui akta ikrar 

wakaf lalu nadzir mendaftarkan kembali ke BPN untuk balik nama atas yayasan 

dan masjid An-Najah 

             Selanjutnya Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis 2 Desember 

2021) kepada Bapak Rusyidi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Bukit Raya kota Pekanbaru,yaitu Apakah ada masalah yang pernah ditemui 

selama orang melakukan akta ikrar ini? 

kalau dari kantor KUA ini belum ada,karna untuk 

mengurus akta ikrar ini harus ada saksi dan saksi ini 

diminta nanti untuk sebagai tokoh masyarakat tersebut 

atau pihak keluaranya,jadi kalau ada salah satu dari 

keluarganya yg mewakafkan  ini jadi saksi  tentu siapa lagi 

yg akan menuntut.,kemudian sebelum mewakafkan yg 

dibawa ini  sertifikat nya,bahwa sebagai bukti 

kepemilikannya kalau tidak ada itu tentu pihak KUA tidak 

bisa menerimanya. Dulu pernah terjadi waktu mewakafkan 

itu surat menyurat belum ada kemudian diambil ahli oleh 

anaknya. 

Dalam hal perubahan status tanah wakaf baik menjual, merubah bentuk 

atau sifat, memindahkan ke tempat lain atau menukar dengan benda lain, para 

ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Ulama madzhab Hambali berpendapat 
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membolehkan dalam hal perubahan status tanah wakaf baik menjual, merubah 

bentuk atau sifat, memindahkan ke tempat lain atau menukar dengan benda lain.  

Pendapat Mereka berpegangan kepada pendapat bahwa berhentinya wakaf 

secara mutlak baik berupa masjid atau lainnya apabila benda yang diwakafkan 

rusak dan manfaatnya tidak lagi dapat dihasilkan misalnya rumah yang runtuh, 

tanah yang hancur dan kembali menjadi tanah mati serta tidak bisa dilakukan 

pengelolaan terhadapnya atau masjid yang ditinggalkan penduduknya sehingga 

masjid itu berada ditempat yang tidak lagi digunakan untuk shalat, atau masjid itu 

sempit bagi jamaah yang akan menunaikan shalat di sana dan tidak mungkin 

diperluas lagi, atau seluruh bagian masjid itu terbagi menjadi berapa bagian 

sehingga tidak mungkin dibangun lagi, dan tidak mungkin pula untuk membangun 

sebagian dari masjid tersebut kecuali dengan menjual sebagian lainnya, maka 

sebagian dari masjid tersebut boleh dijual untuk digunakan membangun sebagian 

lainnya lagi. Tapi jika masjid itu tidak dapat digunakan lagi secara keseluruhan 

maka keseluruhannya harus dijual.  

Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam Ahmad adalah hadits yang 

diriwayatkan bahwa umar menulis surat kepada sa‟ad, ketika ia mendapat berita 

bahwa seseorang membobol baitul mal yang ada di Kufah. Surat itu berisi : 

“Pindahkanlah masjid yang berada di Tamarin dan jadikanlah berada diarah di 

arah kiblat masjid. Karena di masjid itu akan selalu ada orang yang menunaikan 

shalat (sehingga dia akan melihat apa yang terjadi pada baitul mal.” Peristiwa ini 

disaksikan oleh para sahabat dan tak seorangpun dari mereka ada yang 

mengingkarinya, sehingga hal ini menjadi sebuah ijma‟.  
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Terhadap penggantian bangunan dengan bangunan lain, maka „Umar dan 

Utsman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti kontruksi pertama 

dan melakukan tambahan dan perluasan. Demikian juga terjadi pada Masjidil 

Haram sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah 

SAW bersabda kepada Aisyah ra :  

”Seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan jahiliyyah, tentulah 

Ka‟bah itu akan aku runtuhkan dan aku akan jadikan dalam bentuk rendah 

serta aku jadikan baginya dua pintu : satu untuk masuk dan satu untuk 

keluar.”  

Seandainya ada alasan yang kuat tentulah Rasulullah SAW akan 

mengubah bangunan Ka‟bah. Oleh Karena itu diperbolehkan mengubah bangunan 

wakaf dari satu bentuk kebentuk lainnya demi kemaslahatan yang mendesak.  

Adapun apa yang diwakafkan untuk diproduksikan apabila diganti dengan 

lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, kebun atau kampung yang produksinya 

kecil, maka ia diganti dengan apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf itu. Yang 

demikian itu diperbolehkan oleh Abu Tsaur dan ulama ulama lainnya, seperti Abu 

„Ubaid bin Haebawaih, seorang hakim Mesir yang memutuskan seperti itu. Hal itu 

merupakan qias dari ucapan Ahmad tentang pemindahan masjid dari satu tanah ke 

tanah yang lain karena adanya maslahat (kebaikan). Bahkan apabila 

diperbolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu 

maslahat, sehingga masjid dijadikan pasar, maka hal itu disebabkan bolehnya 

menggantikan obyek lain yang lebih utama dan layak. Yang demikian juga 

merupakan qias terhadap pendapat Ahmad tentang penggantian hadiah dengan 

yang lebih baik darinya.  
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Di sisi lain Ibnu Taimiyah berpendapat tentang penggantian tanah wakaf. 

Beliau berpendapat; Adapun mengganti sesuatu yang dinadzarkan dan sesuatu 

yang diwakafkan diganti dengan yang lebih baik sebagaimana penggantian 

terhadap hadiah itu ada dua syarat: pertama, penggantian karena kebutuhan 

mendesak, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang. Bila tidak mungkin lagi 

dimanfaatkan dalam peperangan, bisa dijual dan harganya dipergunakan untuk 

membeli apa apa yang dapat menggantikannya. Bila masjid rusak dan tidak 

mungkin lagi digunakan atau diramaikan, maka tanahnya dapat dijual dan 

harganya dapat dipergunakan untuk membeli apa apa yang dapat 

menggantikannya.  

Semua ini diperbolehkan, karena bila yang pokok (asli) tidak mencapai 

maksud, maka digantikan oleh yang lainnya. Kedua, penggantian karena 

kepentingan dan maslahat yang lebih kuat. Misalnya ada masjid yang sudah tidak 

layak guna bagi kaum muslimin setempat, maka boleh dijual dan digunakan untuk 

membangun masjid yang baru, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan dan 

memakmurkannya dengan maksimal.Yang demikian dan contoh lainnya 

diperbolehkan menurut pendapat Imam Ahmad dan ulama lainnya.  

Sementara itu ungkapan yang sangat bijaksana mengenai perubahan status 

benda wakaf atau istibdal juga dikatakan oleh Ibnu Uqail bahwa Wakaf itu harus 

diabadikan, jika ia tidak mungkin abadikan dengan cara biasa (benda yang 

diwakafkan dibiarkan sebagai pertama kali diwakafkan), maka diabadikan dengan 

mengabadikan maksudnya. Selain itu sebagaimana yang telah kita ketahui dalam 

hukum islam dikenal juga sumber hukum berupa maslahah mursalah yang 
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mempunyai arti secara bahasa adalah manfaat atau kebaikan dan bisa berarti 

kepentingan. Sedangkan mursalah (al-mursalah) artinya lepas atau belum 

terjangkau oleh penjelas-penjelasan yang membatasi. Dalam hal ini lepas dari 

pernyataan eksplisit teks (Al- Qur‟an dan hadis).  

Dalam kajian usul fiqih, maslahah mursalah artinya memberikan 

keputusan hukum pada suatu kasus yang tidak disebutkan dalam teks dan belum 

ada ijma‟ atasdasar memelihara kemaslahatan yang lepas. Artinya kemaslahatan 

yang tidak tegas dinyatakan oleh syariat berlaku atau tertolak. Pendapat jumhurul 

ulama mengenai maslahah mursalah bahwa hal tersebut merupakan hujjah syariat 

yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang 

hukumnya tidak ada di dalam nas atau ijma‟ atau qias atau istihsan, maka 

disyariatkan dengan menggunakan maslahah mursalah dan pembentukan hukum 

berdasarkan maslahat mursalah ini tidak berlangsung terus lantaran diakui oleh 

syara‟. Dalil yang digunakan oleh para ulama tersebut :  

1. Kemaslahatan umat manusia itu sifatnya selalu aktual yang tidak ada 

habisnya. Karenanya, jika tidak ada syariat hukum yang berdasarkan 

maslah}at mursalah berkenaan dengan masalah baru dan tuntutan 

perkembangan, maka pembentukan hukum hanya akan terkunci berdasar 

maslahat yang diakui syar‟i. Dengan demikian kemaslahatan yang 

dibutuhkan umat manusia di setiap masa dan tempat menjadi terabaikan. 

Berarti pembentukan hukum tidak mengikuti atau memandang 

perkembangan kemaslahatan umat manusia. Hal tersebut tidaklah cocok dan 
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tidak sesuai dengan maksud dan tujuan syariat yang selalu ingin 

mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.  

2. Orang-orang yang menyelidiki hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh 

para sahabat dan tabi‟in dan para mujtahid, maka akan tampak bahwa 

mereka ini telah mensyariatkan aneka ragam hukum di dalam rangka 

mencari kemaslahatan dan bukan lantaran adanya pengakuan sebagai saksi.  

Berdasarkan pendapat para ulama di atas tentang perubahan status harta 

benda wakaf khususnya terhadap praktik tukar guling (ruislag) harta benda wakaf 

pada Masjid An-Najah . Bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang 

mendasari pendapat para ulama, dilakukan dengan baik atau sesuai dengan syariat 

islam tentang kertentuan wakaf dan ruishlag, serta mempertahankan 

keberlangsunganmanfaat wakaf (istimrar baqai al- manfa‟ah) dan dilakukan 

dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.  

Maka dari itu, tukar guling (ruislag) tanah wakaf perspektif fikih atau 

syariat islam sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan pada 

pendapat imam madzhab dan penganutnya yang membolehkan adanya 

penukaran/penggantian dengan persyaratan masing- masing sebagian ada yang 

longgar dan sebagian yang lain ada yang ketat dalam pemenuhan kriteria 

persyaratan tersebut. Hal ini ditujukan untuk kepentingan terjaganya kelestarian 

manfaat tanah wakaf tersebut. Dari beberapa pendapat ulama mujtahid maka 

diperbolehkannya tukar guling (ruislag) tanah wakaf harus memenuhi :  

1. Penukaran/penggantian tanah wakaf demi kemaslahatan umat dan agama  
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2. Tanah penukar atau pengganti harus lebih baik.  

Dari dua syarat diatas dalam pelaksanaan tukar guling (ruislag) harta 

benda wakaf pada Masjid An-Najah  telah terpenuhi dengan melihat:  

1. Tanah wakaf yang ditukar/ganti adalah untuk kepentingan umum yaitu 

pembuatan MDA 

2. Tanah penukar/ pengganti kondisinya jauh lebih baik menurut Rencana Tata 

Ruang Kota Pekanbaru  

 Apabila harta wakaf (terutama tanah) hendak akan digunakan untuk 

kepentingan umum yang sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) dan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hal itu tidak 

bertentangan dengan aturan syariat Islam, harta atau benda wakaf tersebut bisa 

ditukar dengan harta lain yang nilainya minimal sepadan.  

Seperti contoh tanah wakaf yang terkena proyek pembangunan jalan bisa 

ditukar dengan tanah lain yang nilainya minimal sepadan dengan harta wakaf 

tersebut. Seperti pada Pasal 41 ayat 2 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

dan Pasal 49 ayat 1 PP Nomor 41 Tahun 2006 menjelaskan, penukaran harta 

benda wakaf bisa dilakukan setelah ada izin tertulis dari Kementerian Agama 

berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).  

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Divisi Kelembagaan Badan Wakaf 

Indonesia, prosedur penukaran (ruislag) harta benda wakaf adalah sebagai berikut:  
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1. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti (ruislag) kepada Menteri 

Agama melalui KUA dengan menjelaskan alasan-alasannya.  

2. Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan ruislag kepada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota.  

3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kemudian membentuk 

tim penilai harta benda wakaf dan harta penukarnya.  

4. Bupati/walikota kemudian membuat surat keputusan berdasarkan penilaian 

dari tim penilai tersebut.  

5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kemudian meneruskan 

permohonan ruislag dengan melampirkan hasil penilaian tim penilai kepada 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.  

6. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi kemudian meneruskan 

permohonan ruislag kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam.  

7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selanjutnya membuat 

permohonan pertimbangan/rekomendasi ruislag kepada Badan Wakaf 

Indonesia (BWI).  

8. BWI kemudian meneliti kelengkapan dokumen-dokumen ruislag dan 

merapatkannya dalam suatu rapat pleno. Apabila pleno menyetujui, BWI 

selanjutnya memberikan rekomendasi ruislag kepada Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam.  

9. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selanjutnya meneruskan 

permohonan dan rekomendasi ruislag kepada Sekretaris Jenderal 
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Kementerian Agama untuk diteruskan kepada Menteri Agama dan diproses 

penerbitan SK dari Menteri Agama.  

10. Apabila semua dokumen dan prosedur ruislag dinilai sudah benar, Menteri 

Agama kemudian menerbitkan surat izin ruislag.  

Setelah terbit surat izin ruislag dari Menteri Agama, ruislag baru bisa 

dilaksanakan. Pembangunan pun baru bisa dilaksanakan setelah keluarnya surat 

tersebut. Kemudian dibawah ini merupakan mekanisme yang lebih rinci menurut 

hukum positif perundang-undangan di Indonesia; Pada pasal 49 Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018: 

1. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang 

kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI.  

2. Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

diberikan denga pertimbangan berikut:  

a. Perubahan harta benda Wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan 

umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan 

prinsip Syariah.  

b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; 

atauc. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung 

dan mendesak.  

3. Dalam hal penukaran harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (2) huruf a 

dilakukan terhadap harta benda wakaf yang memiliki luas sampai dengan 
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5.000 m2 (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandate kepada 

kepala kantor wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.  

4. Menteri memberikan izin tertulis penukaran harta benda wakaf dengan 

pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:  

a. Harta harta benda penulcar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

b. nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sarna dengan harta 

benda Wakaf semula.  

5. Kepala kantor wilayah menerbitkan izin tertulis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) berdasarkan:  

a. persetujuan dari BWI provinsi;  

b. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

c. nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta 

benda Wakaf semula.  

Pada pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018:  

1. Nilai dan manfaat harta benda penukaran sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 49 ditetapkan oleh kepala kantor berdasarkan rekomendasi tim 

penetapan.  

2. Tim penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:  

a. Pemerintah daerah kabupaten/kota  

b. Kantor pertanahan kabupaten/kota  



73 

 

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota  

d. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan  

e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.  

f. Kantor urusan agama (KUA).  

3. Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda benda penukaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:  

a. Dinilai oleh penilai atau penilai public dan  

b. Harta benda penukar berada diwilayah yang strategis dan mudah untuk 

dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.  

4. Penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

disediakan oleh intansi atau pihak yang menggunakan tanah wakaf sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  

5. Penetapan penilai atau penilai publik dimaksud sebagaimana pada ayat (4), 

dilaksanakan sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pada 

pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018:65 1) Izin tertulis dari 

menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (4) diperoleh dengan 

mekanisme:  

a. Nazir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui 

Kepala Kantor dengan melampirkan:  

1) Dokumen harta benda wakaf meliputi atas ikrar wakaf, akta penggati 

akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf, sertifikat harta wakaf atau bukti lain 
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kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

2) Dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain 

kepemilikan harta sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan.  

3) Hasil penelitian harta benda wakaf yang akan ditukar dan 

penukarannya oleh penilai atau penilai publik dan  

4) Kartu tanda penduduk nazir.  

b. Kepala kantor membentuk tim penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja 

sejak menerima permohonan dari nazir.  

c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar-menukar harta benda 

Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik 

menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya 

kepada Tim Penetapan;  

d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian 

tukarmenukar harta benda Wakaf kepada Menteri dan kepada BWI 

paling lama 4 (empat) hari kerja;  

e. BWI memberikan persetujuan kepada Mentri paling lama 5 (lima) hari 

kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf 

dari Kepala Kantor; dan  

f.   Menteri menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda wakaf 

paling   lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari 

BWI.  
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Izin tertulis dari Kepala kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 49 ayat (5) diperoleh dengan mekanisme:  

a. Nazir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor 

Wilayah melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:  

1. Dokumen harta benda Wakaf melputi Akta Ikrar Wakaf atau akta 

pengganti Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat Wakaf atau sertifikat harta benda serta 

bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan;  

2. Dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain 

kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

3. Hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar dan penukamya 

oleh Penilai atau Penilai Publik; dan  

4. Kartu tanda penduduk Nazhir.  

b. Kepala Kepala Kantor Wilayah membentuk Tim Penetapan paling lama 

5 (lima) hari keja sejak menerima permohonan dari Nazhir  

c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar-menukar harta benda 

Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik 

menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya 

kepada Tim Penetapan;  
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d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian 

tukarmenukar harta benda Wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah dan 

kepada BW provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja;  

e. BWI provinsi memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah 

paling lama 5 (lima) hari kedua sejak menerirna hasil penilaian 

tukarmenukar harta benda wakaf dari Kepala Kantor; dan  

f. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan izin tertulis 

tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 

sejak menerima persetujuan dari BWI Provinsi. Pelaksanaan tukar 

guling tanah wakaf bahwa regulasi yang ketat dalam prosedur 

perubahan atau pengalihan harta benda wakaf bertujuan untuk 

meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta 

benda wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan 

pelaksanaan wakaf itu sendiri. 

 Prosedur penukaran (ruislag) harta benda wakaf khususnya di pada Masjid 

An-Najah , adalah sebagai berikut;  

1. Nazhir atau pemegang amanah harta benda wakaf mengajukan permohonan 

tukar ganti (ruislag) kepada Kementrian Agama Republik Indonesia melalui 

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, yaitu KUA Pamulihan dengan 

menjelaskan alasan-alasannya yang mendasari terjadinya tukar guling tanah 

wakaf sesuai dengan undang-undang. Serta harus memenuhi syarat-syarat 

kelengkapan data dan berkas yang diperlukan.  
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2. Kemudian jika pengajuan itu telah diterima oleh pihak KUA, maka 

selanjutnya Kepala KUA Kecamatan Pamulihan meneruskan permohonan 

ruislag tersebut kepada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru   

3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru  kemudian membentuk 

tim penilai harta benda wakaf dan harta penukarnya. Apakah sudah sesuai 

dengan kriteria kelayakan sebagaimana yang tercantum dalam undang-

undang  

4. Walikota Pekanbaru kemudian membuat surat keputusan berdasarkan 

penilaian dari tim penilai tersebut.  

5. Jika surat keputusan dari Walikota Pekanbaru  meniai layak dan pantas, 

maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru  kemudian 

meneruskan permohonan ruislag dengan melampirkan hasil penilaian tim 

penilai kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.  

6. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat kemudian 

meneruskan permohonan ruislag kepada Menteri Agama melalui Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.  

7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selanjutnya membuat 

permohonan pertimbangan/rekomendasi ruislag kepada Badan Wakaf 

Indonesia (BWI).  

8. BWI kemudian meneliti kelengkapan dokumen-dokumen ruislag dan 

merapatkannya dalam suatu rapat pleno. Apabila pleno menyetujui, BWI 

selanjutnya memberikan rekomendasi ruislag kepada Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam.  
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9. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selanjutnya meneruskan 

permohonan dan rekomendasi ruislag kepada Sekretaris Jenderal 

Kementerian Agama Pusat untuk diteruskan kepada Menteri Agama dan 

diproses penerbitan SK dari Menteri Agama.  

10. Apabila semua dokumen dan prosedur ruislag dinilai sudah benar, Menteri 

Agama kemudian menerbitkan surat izin ruislag. 

B. Hambatan dalam pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah           

Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru 

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengalihan 

harta benda wakaf pada Masjid An-Najah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru 

antara lain: 

1. Kurangnya Kelengkapan Berkas Administrasi 

Pelaksanaan pengalihan harta benda  tanah wakaf pada Masjid An-Najah 

Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru mengalami kendala pada kelengkapan 

kepengurusan nadzir. Dalam hal kepengurusan nadzir, nadzir Masjid An-

Najah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru , sudah lama tidak dilakukan 

reorganisasi, sehingga untuk dapat mengajukan izin pengalihan harta 

benda  tanah wakaf harus melakukan reorganisasi nadzir terlebih dahulu. 

2. Kurangnya Kecakapan Nadzir Pengelola Wakaf 

Nadzir merupakan orang yang diberi tanggungjawab oleh wakif untuk 

mengelola harta benda wakaf agar pemanfaatannya sesuai dengan tujuan 

awal wakif mewakafkan tanahnya. Selain itu, nadzir juga mempunyai 

tugas: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan 
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mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan 

peruntukannya; Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan 

Melaporkan pelaksaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.Namun 

dalam proses pengalihan harta benda  tanah wakaf dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar nadzir yang mengelola tanah dianggap kurang kompeten 

dalam pengelolaan tanah wakaf. Bahkan banyak yang tidak tahu prosedur 

pelaksanaan pengalihan harta benda  tanah wakaf. 

3. Keterlambatan harta benda wakaf 

harta benda wakaf pada Masjid An-Najah Kecamatan Bukit Raya 

Pekanbaru yang dialihkan berada 200 meter dari lokasi masjid. Sementara 

itu harta benda wakaf  pengganti atas tanah seluas 3329/ m2 dengan harga 

jual senilai Rp.3.912.000.000 atau lebih menjadi kendala tersendiri dalam 

proses pengalihan harta benda wakaf karena tidk bisa dibeli sepenuhnya. 

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan pengalihan harta benda  tanah wakaf 

milik Masjid An-Najah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru antara lain : 

1. Kesadaran Masyarakat dan Nadzir Mengenai Fungsi Sosial Tanah 

Secara umum, masyarakat menyadari bahwa tanah mempunyai fungsi 

sosial, dimana ketika tanah yang mereka miliki akan digunakan untuk 

kepentingan umum, mereka mengikhlaskan tanahnya untuk dibeli.  

2. Regulasi yang Tegas dan Adil 

Pengaturan perundang-undangan yang berlaku saat ini bersifat lebih tegas 

dan memaksa. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan tanah 

bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selain bersifat tegas, regulasi 
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yang berlaku juga bersifat adil, yaitu penetapan ganti kerugian yang 

diberikan oleh tim Appraisal disesuaikan dengan kondisi fisik masing-

masing bidang tanah, serta lokasi lahan. 

3. Izin Pengalihan harta benda  Tanah Wakaf yang Lebih Mudah 

Perubahan Peraturan Pemerintah tentang wakaf menjadi faktor yang 

mempercepat dan mempermudah proses pengalihan harta benda  tanah 

wakaf. Dalam PP No. 42 Tahun 2006, untuk dapat melakukan pengalihan 

harta benda  tanah wakaf harus mendapat izin tertulis dari Menteri Agama, 

berapapun luas tanah wakaf yang akan dipengalihan harta benda kan. 

Sedangkan pada PP No 25 Tahun 2018, mengatur bahwa tanah wakaf yang 

luasnya kurang dari 5000 m2 hanya memerlukan izin dari Kepala Kantor 

Kementerian agama Provinsi. Hal tersebut akan mempersingkat waktu 

pelaksanaan pengalihan harta benda  dari yang sampai bertahun-tahun, kini 

hanya memerlukan waktu beberapa bulan. 

4. Ketersediaan Lahan Pengganti 

Dalam pengalihan harta benda  tanah wakaf untuk kepentingan umum harus 

diwujudkan sesuai fungsi harta benda wakaf semula. Jika harta benda wakaf 

semula berupa tanah harus diganti dengan tanah yang nilainya minimal 

setara atau lebih. Mencari lahan pengganti yang nilainya minimal setara atau 

lebih menjadi kendala tersendiri dalam proses pengalihan harta benda  tanah 

wakaf, mengingat lahan di Kota Pekanbaru terbatas dan harga tanah cukup 

tinggi. Namun, untuk tanah wakaf pada Masjid An-Najah Kecamatan Bukit 

Raya Pekanbaru sudah disiapkan lahan penggantinya oleh pengurus Masjid 
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An-Najah .Lahan pengganti tersebut memang sudah disiapkan untuk 

pengembangan Yayasan. Tanah yang disiapkan juga sudah dianggap 

memenuhi kriteria untuk menjadi tanah pengganti wakaf, dilihat dari 

luasnya maupun lokasinya. 

           Penulis melakukan wawancara (pada hari Kamis tanggal 24 September 

2021) kepada Bapak Fadjrie H Alwi selaku Sekretaris Badan Wakaf Indonesia 

di Kantor Kementrian Agama yaitu siapa saja yang terlibat dalam pengalihan 

tanah wakaf itu? 

“Yang terlibat dalam tanah wakaf itu ada nadzir,ada 

wakif,dan ada badan wakaf juga ,kemudian kementrian 

agama mulai dari level kebawah sampai pusat,lalu KUA 

nya dan mereka ambil andil semua karena perpindahan 

posisi tanah wakaf ini sangat berat dan cukup makan 

waktu dan gak segaampang mengalihkan status tanah yang 

bukan wakaf” 

 

          Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa yang terlibat 

dalam pengalihan tanah wakaf ini yaitu ada nadzir,wakif,da nada badan 

wakaf juga,kemudian kementrian agama mulai dari level kebawah sampai 

pusat,lalu KUA masing-masing mereka terlibat dalam pelaksanaan 

pengalihan tanah wakaf tersebut 

           Selanjutnya penulis melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 13 

ktober 2021) kepada Nadzir selaku pengurus masjid An-Najah yang bernama 

Bapak Akhmad Zulkifli yaitu apa saja hambatan yang ditemui selama pengalihan 

ini dan apakah sudah dibeli tanah yang di wakaf itu? 

“Hambatan dari pengalihan tanah wakaf ini mungkin dari 

segi keuangan,karena  tanah sebelumnya jauh dari masjid 
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dan dialihkan dekat masjid tapi dalam pengukuran tanah 

nya tidak sesuai harga nya dengan harga tanah Bapak 

Bachtiar sebelumnya yang sudah dijual,adapun bagian 

tanah wakaf ini terdiri dari belakang kemudian salah 

satunya dekat yayasan yang terdiri dari MTS sekarang ini 

mau didirikan MAN,tapi diundur dulu karena 

terhambatnya kondisi keuangan.Yang terhambat kondisi 

keuangan yaitu tanah wakaf yang dibelakang ini tapi 

alhamdulilah sudah lunas,dan sekarang ini kita lagi 

membeli tanah wakaf  untuk pembelian lahan untuk orang 

yang sudah meninggal yaitu kuburan ,masih ada 

pelunasanya 500jt  atau 350jt karena itu kondisi keuangan 

masi belum ada lagi karena kondisi kita yang lagi covid 

ppkm sampai disini dulu mungkin ada sebagian jama‟ah 

yang mau membantu melunasi tanah wakaf itu”  

Jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi 

hambatan selama pengalihan ini adalah karena kondisi keuangan yang tidak 

mencukupi,oleh karena itu tanah yang dialihkan itu untuk mendirikan 

yayasan MAN harus diundur dulu. 

Adapun pendukung dalam pelaksanaan pengalihan tanah wakaf ini 

penulis melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 13 ktober 2021) kepada 

Nadzir selaku pengurus masjid An-Najah yang bernama Bapak Akhmad Zulkifli 

yaitu Darimanakah penambahan kekurangan dana untuk penggandaan tanah 

wakaf masjid? 

“Untuk penambahan kekurangan dana itu kita pungut dari 

jama‟ah jama‟ah yang ada apakah mereka bersedia yang 

mau membeli wakafnya si ini,boleh jadi jama‟ah itu 

membemberikan sedikit hartanya untuk melunasi tanah 

yg sudah diwakafkan ini, contohnya  1m karna belum 

terlunasi jadi kita minta kepada jama‟ah seikhlas hatinya 

untuk membantu mewakafkan tanah untuk masjid ini.” 

 

Adapun pendukung dalam pelaksanaan pengalihan tanah wakaf ini 

penulis melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 5 januari 2022) kepada 
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Ibu Nathasia selaku Analis hukum pertanahan di Badan Pertanahan Nasional kota 

Pekanbaru yaitu 

mengapa tanah yg diwakafkan itu harus didaftarkan ke BPN? 

“lebih baik tanah yg diwakafkan itu harus didaftarkan ke 

BPN ,karena kalau tanah yang sudah bersertifikat dan 

harus dicatatkan ke BPN untuk keamanan dan ada nya 

kepastian hukum jika tidak didaftarkan maka akan 

bermasalah bagi si nadzir dan itu adalah hak wakaf masjid 

an-najah” 

 

Adapun pendukung dalam pelaksanaan pengalihan tanah wakaf ini penulis 

melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 5 januari 2022) kepada Ibu 

Nathasia selaku Analis hukum pertanahan di Badan Pertanahan Nasional kota 

Pekanbaru yaitu 

Bagaimana contohnya apakah tanah wakaf itu sudah terdata di BPN?   

“contoh bahwa tanah tersebut sudah terdaftar di Badan 

Pertanahan Nasional yaitu apabila tanah tersebut sudah 

bersertifikat dan tanah wakif mewakafkan tanahnya untuk 

masjid dan harus sesuai dengan persyaratan yang ada 

seperti formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda 

tangani pemohon atau kuasa apabila dikuasakan,kedua 

adanya surat kuasa apabila dikuasakan,ketiga fotocopy 

identitas pemohon/Nadzir yang telah dicocokkan dengan 

aslinya oleh petugas loket,keempat harus ada Akta ikrar 

dan sertifikat asli,kelima surat pengesahan Nadzir,keenam  

fotocopy identitas wakif yang telah dicocokkan dengan 

yang aslinya,lalu pernyataan tengganng waktu wakaf serta 

melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan”  

Adapun pendukung dalam pelaksanaan pengalihan tanah wakaf ini 

penulis melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 5 januari 2022) kepada 



84 

 

Ibu Nathasia selaku Analis hukum pertanahan di Badan Pertanahan Nasional kota 

Pekanbaru yaitu 

 Bagaimana proses pengalihan? 

“proses pengalihannya dengan mendaftarkan ke BPN 

dengan persyaratan yang ditentukan terus  nanti 

dicatatkan dan diterbitkan sertifikat baru yaitu sertifikat  

hak wakaf mungkin sebelumnya sertifikat pribadi tapi 

karena ini diperuntukkan untuk masjid an-najah maka 

akan dibuatkan hak wakaf masjid An-Najah” 

 

Adapun pendukung dalam pelaksanaan pengalihan tanah wakaf ini penulis 

melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 5 januari 2022) kepada Ibu 

Nathasia selaku Analis hukum pertanahan di Badan Pertanahan Nasional kota 

Pekanbaru yaitu mengenai proses pengalihan apakah pihak bpn mengetahuinya? 

“selama pihak wakaf tidak mendaftarkan tanahnya ke 

bpn maka pihak BPN tidak mengetahuinya,dan 

sebaliknya jika sudah terdaftar di BPN maka pihak 

BPN mengetahui proses pengalihan tersebut” 

Perubahan harta benda wakaf dapat dilakukan selama memenuhi syarat-

syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah 

ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan atau 

pengalihan harta benda wakaf bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan 

peruntukan dan menjaga keutuhan harta benda wakaf agar tidak terjadi 

tindakantindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri.  

Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan fungsi dan tujuan awal harta benda wakaf tersebut 

diwakafkan. Dalam UU No 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa, Harta benda wakaf 



85 

 

diperbolehkan untuk melakukan pertukaran dengan objek tanah wakaf lainnya 

apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan 

umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan 

syariah.  

Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang 

kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan Badan Wakaf 

Indonesia (BWI). Kemudian Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya 

wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar 

sekurangkurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.  

Ada empat hal yang bisa menjadi penyebab kasus pemindahan tanah 

wakaf yaitu, pertama, pemindahan terjadi pada masjid yang dibangun di atas tanah 

yang bukan wakaf. Bisa Jadi tanah hak milik pengembang atau pribadi. Artinya, 

selama ini banyak upaya pendirian masjid yang masih memandang status tanah 

sebagai bukan persoalan serius. Pendirian masjid di atas tanah fasilitas 

sosial/umum dan pribadi tidaklah masalah secara sosial dan termasuk 

diperbolehkan dari sisi fikih.  

Kedua, kasus-kasus pemindahan masjid adalah fenomena masyarakat 

perkotaan (urban). Ini biasanya terjadi pada masjid yang relatif kecil, dengan luas 

tanah kurang dari 400m, dan masjid yang relatif warga penggunanya sedikit dan 

tidak aktif. Di wilayah perkotaan, tanah lebih memiliki tingkat ekonomi tinggi, 

dan penduduk asli cenderung berpindah ke wilayah pinggiran kota. Karena itu, 

daerah perkantoran di mana rumah penduduk yang memakmurkan masjid mulai 
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berkurang seperti kegiatan warga shalat lima waktu, perubahan fungsi masjid 

tidak terelakkan.  

Ketiga, alih fungsi tanah masjid merupakan suatu hal yang sensitif dan 

menyulut emosi masyarakat. Tentu saja karena masjid memiliki tempat istimewa 

bagi Muslim, bernuansa sakral, spiritual keagamaan, serta ada kultur sosial yang 

sudah terjalin yang mengukuhkan kedekatan emosional warga. Jika tidak berhati-

hati, kontroversi dan konflik bisa muncul, terlepas proses administirasi prosedural 

sudah dilakukan.  

Keempat, lemahnya database dan administrasi terkait lembaga masjid dan 

perwakafan, di mana banyak aset wakaf yang tidak teregistrasi dengan baik dan 

hilang, Saat ini banyak wakaf yang hilang karena terkait sulitnya pemanfaatan 

aset wakaf. Perlu dipikirkan upaya mengaktifkan masjid secara lebih produktif, 

misalnya untuk pemberdayaan ekonomi, untuk kemakmuran masyarakat sekitar.  

Persoalan yang timbul akibat dari dimensi sosial adalah tukar guling yang 

dalam istilah fikih disebut istibdal atau dalam hukum positif disebut ruislag. 

Istibdal diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain 

sebagai wakaf penggantinya. Ada yang mengartikan, bahwa istibdal adalah 

mengeluarkan suatu barang dari status wakaf, dan menggantikannya dengan 

barang lain atau pengantian barang wakaf dengan barang wakaf lainnya, baik 

yang sama kegunaannya atau tidak, seperti menukar wakaf yang berupa tanah 

pertanian dengan barang lain yang berupa tanah untuk bangunan. Kompilasi 
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hukum islam menjelaskan mengenai perubahan, penyelesaian, dan pengawasan 

benda wakaf yang terdapat dalam pasal 225, yaitu :  

1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan 

perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.  

2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan 

terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan 

tertulis dari kepala kantor urusan agama kecamatan berdasarkan saran dari 

majelis ulama kecamatan dan camat setempat dengan alasan :  

a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh 

wakif.  

b. Karena kepentingan umum 

Hukum Istibdal adalah boleh. Landasan kebijakannya adalah kemaslahatan 

dan manfaat yang abadi yang menyertai praktik Istibdal. Walaupun masih ada 

perselisihan dikalangan mereka namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Selama 

Istibdal itu dilakukan untuk menjaga kelestarian dari manfaat barang wakaf, maka 

syarat ”kekekalan” wakaf terpenuhi dan itu tidak melanggar syariat. Jadi yang 

dimaksud syarat ”abadi” disini bukanlah mengenai bentuk barangnya saja tapi 

juga dari segi manfaatnya yang terus berkelanjutan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pengalihan harta benda wakaf pada Masjid An-Najah ditinjau 

dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan di 

Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru telah sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. Persyaratan tukar guling sudah terpenuhi dan 

pelaksanaan tukar guling tanah wakaf sesuai prosedur yang terdapat dalam 

UU No 41 Tahun 204, PP No 42 Tahun 2006 dan PP No 25 Tahun 2018. 

Namun waktu pelaksanaan tukar guling tanah wakaf pengalihan harta benda 

wakaf pada Masjid An-Najah tidak sesuai target 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengalihan 

harta benda wakaf pada Masjid An-Najah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru 

yaitu: Kurangnya Kelengkapan Berkas Administrasi, Kurangnya Kecakapan 

Nadzir Pengelola Wakaf, Keterlambatan harta benda wakaf, Kesadaran 

Masyarakat dan Nadzir Mengenai Fungsi Sosial dan pendukung adalah  

Tanah Regulasi yang Tegas dan Adil, Izin Pengalihan harta benda  Tanah 

Wakaf yang Lebih Mudah, Ketersediaan Lahan Pengganti dan kedudukan 

pengalihan harta benda wakaf  pada Masjid An-Najah ditinjau dari undang-

undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan di kecamatan Bukit Raya 

Pekanbaru  Perubahan harta benda wakaf dapat dilakukan selama memenuhi 
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syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana 

yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. 

B.Saran 

Pada akhir penulisan skripsi ini,maka peneliti akan memberikan saran 

kepada: 

1. Saran yang dapat diberikan adalah nadzir wajib berusaha mempertahankan 

tanah wakaf karena menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada 

menerima kemaslahatan dan hendaknya wakif memilih nadzir yang tepat 

untuk mengelola dan menjaga tanah wakaf. Karena berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13, nadzir berperan penting dalam 

mengelola dan mengembangkan tanah wakaf yang telah menjadi tugasnya.  

2. Semua masjid harus diakte wakafkan. Sehingga, ketika ada pihak-pihak 

yang hendak menjual bangunan fisik akan berhadapan dengan Negara, tidak 

bisa sembarangan orang mengganggu gugat, karena Negara yang memiliki 

otoritas dalam menengahi permasalahan tanah wakaf dan melindungi tanah 

wakaf yang telah disertifikatkan. 
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